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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 

Yth.  Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, 

Yth.  Rekan-rekan Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil 

Bupati Demak, 

Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para Asisten Sekda, 

Kepala Perangkat Daerah, para Camat dan tamu undangan yang 

berbahagia 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, atas segala limpahan  rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, 

sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan 

dapat berkumpul di ruangan paripurna ini, guna mengikuti rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam 

rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupati Demak Tahun 2025. 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 

Anggaran 2025 ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat : 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 69 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,  dan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat 

(2) yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan 

Keterangan Pertanggung-jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

Rapat Dewan Yang Kami Hormati, 

Pelaksanaan pembangunan di Tahun 2025 sebagai tindaklanjut 

dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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Kabupaten Demak (RPJMD) Tahun 2021-2026, dimana tertuang Visi 

Kabupaten Demak yaitu:  

” Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera” 

Dalam rangka mencapai Visi tersebut ditindaklanjuti dengan Misi : 

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan 

Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, 

Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan 

Pengangguran 

Pelaksanaan dari Misi tersebut dijabarkan dalam program 

pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun dengan mendasarkan 

pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, 

beserta progresnya sebagai berikut : 

1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitasi Kehidupan Beragama 

dengan tingkat capaian 73,56 dari target tahun 2025 atau 60,24% 

dari target capaian sampai dengan akhir RPJMD di tahun 2026.  

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Berbasis ‘Smart City’ dengan tingkat capaian 75,00% dari target 

tahun 2025 atau 66,67% dari target capaian di tahun 2026.  

3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan tingkat 

capaian 91,14% dari target tahun 2025 atau 91,99% dari target 

capaian di tahun 2026.  

4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan 

Kesehatan dengan tingkat capaian 98,07% dari target tahun 2025 

atau 83,10% dari target capaian di tahun 2026.  
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5. Pengembangan Inovasi Daerah dengan tingkat capaian 100% dari 

target tahun 2025 atau 65,83% dari target capaian di tahun 2026.  

6. Perluasan Kawasan Perkotaan dengan 66,67% dari target capaian di 

tahun 2026. (tahun 2025 tidak ada rencana implementasi yang 

dilaksanakan). 

7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama di Kawasan 

Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi dengan 

tingkat capaian 89,46% dari target tahun 2025 atau 84,24% dari 

target capaian di Tahun 2026.  

8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dengan tingkat capaian 

100% dari target tahun 2025 atau 79,53% dari target capaian di 

tahun 2026.  

9. Peningkatan Keberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

dengan tingkat capaian 100% dari target tahun 2025 atau 92,72% 

dari target capaian di tahun 2026. 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 

Kabupaten Demak mengacu kepada prinsip-prinsip anggaran, 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :  

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah; 

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan 

dan manfaat untuk masyarakat; 

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
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4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang APBD; 

5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

Selanjutnya perlu kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan 

Belanja Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:  

1. Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.661.325.816.563,83 (Dua 

triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta 

delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tiga koma 

delapan puluh tiga rupiah) atau 101,93% dari target 

Rp2.610.961.447.170 (Dua triliun enam ratus sepuluh miliar sembilan 

ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus 

tujuh puluh rupiah), terdiri dari : 

1)   Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp638.040.856.895 

(Enam ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh juta delapan 

ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh lima 

rupiah) dengan realisasi Rp724.687.560.867,83 (Tujuh ratus dua 

puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus 

enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan 

puluh tiga rupiah) atau 113,58 %. 

2)   Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.963.064.205.956 

(Satu triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar enam puluh 

empat juta dua ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh enam 

rupiah) dengan realisasi Rp1.926.777.382.839 (Satu triliun 

sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh 
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juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh 

sembilan rupiah) atau 98,15%. 

3)   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditargetkan sebesar                                    

Rp9.856.384.319 (Sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam 

juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas 

rupiah) dengan realisasi Rp9.860.872.857 (Sembilan miliar 

delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu 

delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 100,05 %. 

2. Belanja Daerah 

Belanja Daerah dari Anggaran sebesar Rp2.782.179.122.141,34 (Dua 

triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh 

sembilan juta seratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu 

koma tiga puluh empat rupiah), realisasi sebesar 

Rp2.578.924.935.659,20 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan 

miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh 

lima ribu enam ratus lima puluh sembilan koma dua puluh rupiah) 

atau 92,69 %. terdiri dari : 

1).  Belanja Operasi 

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.097.774.650.558,34 

(Dua triliun sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh 

empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh 

delapan koma tiga puluh empat rupiah), realisasi 

Rp1.975.565.414.646,20 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh 

lima miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus empat 

belas ribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah) 

atau 94,17%. 
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2). Belanja Modal 

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp239.177.959.437 (Dua 

ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta 

sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh 

tujuh rupiah), realisasi Rp221.122.666.897 (Dua ratus dua puluh 

satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh 

enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 

92,45%.  

3). Belanja Tidak Terduga  

Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dianggarkan sebesar 

Rp1.541.000.000 (Satu miliar lima ratus empat puluh satu juta 

rupiah), realisasi Rp339.610.000 (Tiga ratus tiga puluh sembilan 

juta enam ratus sepuluh ribu rupiah atau 22,04%. 

4). Belanja Transfer 

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp443.685.512.146                                     

(Empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh 

lima juta lima ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam 

rupiah), realisasi Rp381.897.244.116 (Tiga ratus delapan puluh 

satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus 

empat puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) atau 86,07%. 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

Tema Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah 

Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. 

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut:  

a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak Tahun 2025 

sebesar 75,08 mengalami kenaikan 0,11 poin dibandingkan Tahun 

2024 sebesar 74,57. Pada Tahun 2025, Kabupaten Demak berada di 

atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,77 dan di bawah Nasional 
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Tahun 2025 sebesar 75,90. 

b. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 

10,87%, sedangkan Tahun 2024 sebesar 11,89%, atau turun 

sebanyak 1,02 poin. Pada Tahun 2025, angka kemiskinan di 

Kabupaten Demak berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 

9,39% dan Nasional sebesar 8,25%. 

c. Angka Pengangguran Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah 

sebesar 4,58% mengalami penurunan 0,17 poin dibandingkan pada 

Tahun 2024 yaitu 4,75%. Pada Tahun 2025 Angka Pengangguran 

Kabupaten Demak berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 

4,66% dan Nasional sebesar 4,85%. 

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak pada Tahun 2025 

adalah sebesar 6,99%, mengalami penurunan dari Tahun 2024 

yang berada di angka 5,12%; 

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Harga Belaku 

Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp30.650.000 (Tiga puluh 

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan Tahun 2024 sebesar Rp28.310.000 (Dua puluh delapan juta 

tiga ratus sepuluh ribu rupiah), naik sebesar Rp2.340.000 (Dua juta 

tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau 8,27%; 

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Demak pada 

Tahun 2025 sebesar 0,2777 lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 

0,314 atau turun sebesar 0,0363 poin. 

Berikut kami kemukakan pelaksanaan program - program 

pembangunan Tahun 2025 sebagai realisasi visi dan misi yang terjabar 

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. 

Pembangunan di Bidang Kesehatan pada Tahun 2025 bertujuan 

untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing. Sasaran yang diharapkan dari tujuan tersebut adalah 
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meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator 

utamanya adalah Indeks Kesehatan di Kabupaten Demak. Faktor 

penting yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

antara lain adalah faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan 

keturunan dengan indikator diantaranya adalah Usia Harapan Hidup, 

Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya 

dan persentase desa siaga aktif mandiri.  

Dari hasil penghitungan Indeks Kesehatan Kabupaten Demak 

Tahun 2025, target kinerja untuk indeks Kesehatan Kabupaten Demak 

sebesar 0,860 dengan realisasi kinerja sebesar 0,863. Hal ini 

menunujukkan bahwa persentase capaian kinerja atas target indeks 

kesehatan pada Tahun 2025 sebesar 100,32% dan persentase capaian 

kinerja atas target akhir RPJMD sebesar 100,79% dengan status 

capaian kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan 2 tahun 

sebelumnya, hasil pencapaian kinerja atas indeks Kesehatan selalu 

mengalami peningkatan. Tahun 2023 menunjukkan angka Indeks 

Kesehatan sebesar 0,855, pada Tahun 2024 meningkat menjadi 0,858 

dan pada Tahun 2025 angka Indeks Kesehatan meningkat menjadi 

0,863. Dengan demikian, rata-rata peningkatan angka Indeks Kesehatan 

di Kabupaten Demak selama Tahun 2023-2025 sebesar 0,47% yang 

artinya terdapat perbaikan status kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Demak setiap tahunnya. 

Target Angka Harapan Hidup pada Tahun 2025 sebesar 75,91  

tahun dengan realisasi sebesar 76,08 tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

persentase capaian kinerja atas target Angka Harapan Hidup Tahun 

2025 sebesar 100,22% dan persentase capaian kinerja atas target akhir 

RPJMD sebesar 100,56% dengan status capaian kinerja sangat baik. 

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Demak Tahun 2023-2025 
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menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Tahun 2023 Angka 

Harapan Hidup sebesar 75,60 tahun, pada Tahun 2024 meningkat 

menjadi 75,79 tahun dan pada Tahun 2025 Angka Harapan Hidup 

mencapai 76,08 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa bayi yang 

dilahirkan pada Tahun 2025 mempunyai harapan hidup mencapai umur 

76,08 tahun lebih panjang 0,29 tahun dibandingkan dengan bayi yang 

lahir di Tahun 2024. Terhadap capaian Angka Harapan Hidup Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar 75,24 tahun, maka Angka Harapan 

Hidup Kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan rata -rata Angka 

Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah. 

Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan pada dasarnya 

merupakan gambaran kondisi suatu wilayah. Secara garis besar, 

Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah, menunjukan 

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial 

ekonomi pada umumnya.  

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2025 mencapai 38,11 per 

100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan bila dibandingkan 

capaian pada Tahun 2024 sebesar 48,50 per 100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2025 mencapai 

6,73  per 1.000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan bila dibandingkan 

capaian pada Tahun 2024 sebesar 7,46 per 1.000 kelahiran hidup. 

Penyebab Angka Kematian Bayi didominasi oleh BBLR (Berat Badan 

Lahir Rendah) dan Asfiksia, upaya yang terus dilakukan untuk 

melakukan perbaikan adalah Pemantauan dan pendampingan terhadap 

Ibu dengan bayi lahir resiko tinggi dengan melakukan perhatian medis 

ekstra dan edukasi ibu supaya bayi bertahan hidup dan berkembang 

dengan baik, proses persalinan yang melibatkan lebih dari satu orang 

tenaga kesehatan dengan konsep "empat tangan" untuk memastikan 

kelahiran yang aman, terutama dalam situasi persalinan yang 
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memerlukan perhatian khusus. peningkatan pelatihan dalam rangka 

peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan penatalaksanaan Asfiksia 

dan BBLR di fasilitas kesehatan pratama, dilaksanakan Gerakan 

pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri Dalam mencegah 

Anemia.  

Target prevalensi stunting pada tahun 2025 adalah sebesar 7,5% 

dan capaian pada tahun 2025 berdasarkan data Elektronik-Pencatatan 

Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-Ppgbm) 1,95 % Sedangkan 

berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan 

secara Nasional oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan sampai saat ini belum rillis, sehingga 

prevalensi stunting berdasar SSGI belum tersedia. Namun dapat kami 

sampaikan bahwa Pada tahun 2024 capaian Prevalensi stunting sebesar 

10%, dari target 11,16%. 

Kabupaten Demak mempunyai 29 fasilitas pelayanan kesehatan 

primer dan rujukan, yang terdiri dari 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit 

Umum Daerah.  Hal ini sangat menunjang kinerja bidang kesehatan 

dalam upaya peningkatan jaminan atas kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik bidang Kesehatan, khususnya dalam upaya pemberian layanan 

yang terjangkau bagi masyarakat. Di samping itu juga adanya peran 

Public safety Center (PSC) 119 dalam pelayanan transportasi 

kegawatdaruratan secara cepat dan tepat, sehingga dapat memperkecil 

resiko kematian. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan 

rujukan yang terakreditasi minimal Madya. Target awal fasilitas 

pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah daerah yang 

terakreditasi minimal madya Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi 

atas target tersebut sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 

sebesar 100%, bahkan semua fasilitas pelayanan primer dan rujukan 

terakreditasi Paripurna. 
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Tahun 2025 sebagai upaya pemberdayaan masyarakat bidang 

Kesehatan mentargetkan desa siaga aktif mandiri sebesar 100% dengan 

realisasi kinerja sebesar 100%. Dari data tercatat 249 desa telah 

berstatus sebagai desa siaga aktif mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kabupaten Demak memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan 

serta kemauan untuk melakukan mencegah dan mengatasi masalah 

kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri.  

Selanjutnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Demak di Bidang 

Kesehatan terhadap warga miskin pada Tahun 2025 telah dialokasikan 

anggaran Jaminan Kesehatan masyarakat yang terdiri dari premi BPJS 

Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah dengan total pagu anggaran 

sebesar Rp62.478.544.569,13 (Enam puluh dua miliar empat ratus tujuh 

puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam 

puluh sembilan koma tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar 

Rp61.046.661.800,00 (Enam puluh satu miliar empat puluh enam juta 

enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau 97,71%. 

Namun demikian pencapian Universal Health Coverage (UHC) tahun 

2025 sebesar 99,52%. 

Selanjutnya dalam rangka mendukung Visi Rumah Sakit Umum 

Daerah Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit pilihan utama wilayah utara 

Jawa Tengah, pada akhir Tahun 2025 memiliki kapasitas 313 tempat 

tidur untuk perawatan Kelas VVIP, VIP B, Kelas I, Kelas II, Kelas III, 

Isolasi, ICU, HND, Isolasi, Perinatologi, Eye Center, Ponek dan 

Pelayanan Hemodialisa dan pelayanan rawat Inap Paru. Adapun 

capaian indikator kinerja utama dapat dilihat antara lain Bed Occupancy 

Rate (BOR) yaitu indikator untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat 

tidur pasien selama 1 satu tahun yaitu mencapai 73,50% pada Tahun 

2025 dan 78,77% pada Tahun 2024. Sedangkan kepuasan pelanggan 

pada Tahun 2025 sebesar 92,53. 
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Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah di Kecamatan 

Karangawen, pada akhir Tahun 2023 memiliki kapasitas 177 tempat tidur 

untuk perawatan Kelas VIP A, VIP B, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, 

HCU, Isolasi, Perinatologi. Adapun capaian indikator kinerja utama dapat 

dilihat antara lain Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu indikator untuk 

mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur pasien selama 1 satu tahun 

yaitu mencapai 74,40% pada Tahun 2025 dan 81,28% pada Tahun 

2024. Sedangkan kepuasan pelanggan pada Tahun 2025 sebesar 

92,30%. 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

Pembangunan di bidang pendidikan secara nasional diarahkan 

melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu 

dan relevansinya, daya saing dan peningkatan tata kelola. 

Beberapa indikator di Bidang Pendidikan antara lain Indeks 

Pendidikan Tahun 2025 mencapai 0,648 mengalami kenaikan sebesar 

0,15% dibanding Tahun 2024 sebesar 0,647. 

Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 yaitu 8,29 tahun 

mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 sebesar 8,28 tahun, dengan 

persentase kenaikan sebesar 0,12%. 

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 yaitu 13,37 tahun 

mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 sebesar 13,36 tahun, 

mengalami kenaikan sebesar 0,07%. 

Adapun Angka Kelulusan Sekolah (AL) untuk Tingkat SD/MI dan 

SMP/MTs Tahun 2025 masih bertahan pada angka 100% masih sama 

seperti tahun sebelumnya. 

Persentase Sekolah Yang Terakreditasi Minimal B pada Tahun 

2025 mencapai 84,14%, mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 

sebesar 77,91%, mengalami peningkatan sebesar 8,00%. 

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang 
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berpartisipasi dalam PAUD pada Tahun 2025 sebesar 88,25% 

mengalami kenaikan dibanding pada Tahun 2024 sebesar 86,41%. 

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan dasar dan menengah pada Tahun 2025 sebesar 

99,46% mengalami sedikit penurunan dibanding pada Tahun 2024 

sebesar 99,51%. Kemudian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 

tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan pada Tahun 2025 sebesar 

18,77% mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2024 sebesar 

16,78%. 

Adapun alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan Tahun 2025 

sebesar Rp205.255.748.964 (Dua ratus lima miliar dua ratus lima puluh 

lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam 

puluh empat rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk 3 Program 

yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan 

Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Pembangunan di bidang kebudayaan secara nasional diarahkan 

kepada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur 

melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang 

adi luhung; (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang 

tidak sesuai dengan budaya lokal; dan (3) memberi ruang gerak untuk 

berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.  

Beberapa indikator di Bidang Kebudayaan antara lain Persentase 

Peningkatan pelestarian warisan budaya Tahun 2025 mencapai 80% 

mengalami kenaikan sebesar 20% dibanding Tahun 2024 sebesar 60%. 

Adapun alokasi anggaran untuk Urusan Kebudayaan Tahun 2025 

sebesar Rp2.104.070.000 (dua miliar seratus empat juta tujuh puluh ribu 

rupiah) Anggaran tersebut digunakan untuk 3 Program yang terdiri dari 

Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan 
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Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota. 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa serta dalam rangka percepatan pembangunan desa, 

pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas berkaitan 

dengan keuangan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Demak 

Pada Tahun 2025 sebesar Rp 105.703.760.300 (Seratus lima miliar 

tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dan 

Dana Desa (DD) sebesar Rp201.113.654.524 (Dua ratus satu miliar 

seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua 

puluh empat rupiah) yang diperuntukkan bagi 243 desa. 

Rapat Paripurna Yang Terhormat, 

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah tentunya daya 

saing daerah merupakan faktor yang sangat penting. Untuk mendukung 

daya saing daerah salah satu program yang dilaksanakan adalah 

promosi dan kerjasama investasi. Adapun capaian realisasi Investasi 

sampai dengan Tahun 2025 Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 

Rp6.291.085.009.314 (Enam triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar 

delapan puluh lima juta sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah). 

Adapun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 

Rp541.525.013.274 (Lima ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua 

puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). 

Investasi yang besar berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang 

selanjutnya secara langsung dapat mengurangi pengangguran. 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

Telah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Demak merupakan 

daerah agraris di mana merupakan salah satu penyangga pangan di 

Jawa Tengah. Luas panen padi Tahun 2025 sebesar 98.091 hektar 
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dengan produksi mencapai 651.769 ton Gabah Kering Panen (GKP).  

Luas panen jagung 10.411 hektar dengan produksi 81.180 ton. Luas 

panen kacang hijau 12.532 hektar dengan produksi 9.599 ton. Sehingga 

dengan kondisi tersebut Kabupaten Demak mampu mencukupi 

kebutuhan pangan sendiri bahkan memberikan kontribusi regional 

maupun nasional dalam pengadaan pangan. 

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, 

pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama, sesuai dengan 

Surat Keputusan (SK) Bupati Demak Nomor 620/473 tanggal 29 

Desember 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati 

Demak Nomor 620/63 Tahun 2017 mengenai Penetapan Status Ruas 

Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak, total panjang jalan 

Kabupaten Demak menjadi 909,584 km. Capaian panjang jalan dengan 

kondisi baik dan sedang pada tahun 2025 tercatat sebesar 750,08 km 

atau 82,46%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang 

mencapai sebesar 741,120 km atau 80,10%.  

Rapat Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia, 

Pada era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, 

sebagian besar kewenangan pemerintah telah dilimpahkan kepada 

daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

urusan kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya 

sampaikan gambaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, 

terutama penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan 

Wajib Non Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan yang menjadi 

kewenangan daerah.  

Secara umum pada Tahun 2025 telah melaksanakan program 
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dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026, 

RKPD, dan APBD Kabupaten Demak. 

 

Rapat Dewan yang terhormat, 

Selama kurun waktu Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Demak 

telah mendapatkan beberapa penghargaan di Tingkat Nasional, di 

antaranya:  

1. Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia (KPK RI) sebagai Tiga Instansi Terbaik Kategori Media 

Konvensional Pariwara Antikorupsi, diterima Tahun 2025; 

2. Penghargaan dari Kementerian dalam Negeri atas Prestasi sebagai 

Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting Tahun 2024, diterima Tahun 2025; 

3. Penghargaan dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan 

Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas 

Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2025, 

diterima Tahun 2025; 

4. Penghargaan dari Direktorat Jendral Penanggulangan Penyakit 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Pemenang 

Video Inovasi Terbaik 2 dalam rangka Peringatan Hari Aids Sedunia 

(HAS) atas Kreativitas, Inovasi dan Kontribusi dalam peningkatan 

layanan penanggulangan HIV di Indonesia, diterima Tahun 2025; 

   

5. Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia atas keberhasilan dalam Menyelenggarakan 

Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 
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6. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional atas capaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik dan diatas Skor PPH 

Nasional Tahun 2024, diterima Tahun 2025; 

7. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional sebagai Otoritas 

Keamanan Pangan Daerah Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

8. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia atas Keberhasilan Sebagai 

Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2025, diterima 

Tahun 2025; 

9. Penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia 

atas Penetapan Ilir-Ilir sebagai Warisan Budaya Takbenda 

Indonesia, diterima Tahun 2025; 

10. Penghargaan dari Pesona Indonesia atas Juara 1 API Award 

Kampung Adat Kadilangu, diterima Tahun 2025; 

11. Penghargaan dari Pesona Indonesia atas Juara 1 API Award Nasi 

Kropohan, diterima Tahun 2025; 

12. Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas Kirab 

Grebeg Besar Berbusana Prajurit Peserta Terbanyak Tahun 2025, 

diterima Tahun 2025; 

13. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah Republik Indonesia yang diterimakan Tahun 2025 

kepada : 

a. SD Negeri Krajanbojo Kecamatan Bonang; 

b. SD Negeri Ngelowetan Kecamatan Mijen;  

c. SMP Negeri 2 Mranggen Kecamatan Mranggen;  

d. SMA Negeri 1 Karangtengah Kecamatan Karangtengah; dan 

e. SMA Negeri 1 Karanganyar Kecamatan Karanganyar. 
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14. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai 

Pasar Tertib Ukur yang diterimakan Tahun 2025 kepada: 

a. Pasar Bakung Kabupaten Demak; 

b. Pasar Bintoro Kabupaten Demak; 

c. Pasar Brambang Kabupaten Demak; 

d. Pasar Buyaran Kabupaten Demak; 

e. Pasar Gablok Kabupaten Demak; 

f. Pasar Gading Kabupaten Demak; 

g. Pasar Gajah Kabupaten Demak; 

h. Pasar Jebor Kabupaten Demak; 

i.   Pasar Karanganyar Kabupaten Demak; 

j.   Pasar Sayung Kabupaten Demak; 

k. Pasar Sriwulan Kabupaten Demak; 

l.    Pasar Wedung Kabupaten Demak; 

m. Pasar Wonopolo Kabupaten Demak; dan 

n. Pasar Wonosalam Kabupaten Demak. 

15. Perhargaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Jawa Tengah atas Penghargaan Juara 3 Bangkom 

Award Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

16. Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas 

Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Kontribusi Tertinggi Pertama 

dalam Pelaksanaan Implementasi Kolaborasi TBC-HIV Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

17. Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas Juara Kedua 

Kabupaten/Kota dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Program 

JKN 2024, diterima Tahun 2025; 

18. Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas 

Pencapaian Kinerja Program Pemberantasan dan Pengendalian 
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Penyakit Menular Langsung Terbaik Tahun 2025, diterima Tahun 

2025; 

19. Penghargaan dari Komisi Pemilihan Informasi Provinsi Jawa 

Tengah atas Keberhasilan Kabupaten Informatif dalam Keterbukaan 

Informasi Publik Award Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

20. Penghargaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah atas Keberhasilan dalam Pencapaian Target 

Pendataan Industri Kecil Tahun 2024 melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional sebesar 122%, diterima Tahun 2025; 

21. Penghargaan Anugerah Paritrana Award Tahun 2025 dari Gubernur 

Jawa Tengah atas keberhasilan dalam memberikan perlindungan 

Pekerja Informal dan Pekerja rentan melalui Program BPJS 

Ketenagakerjaan, diterima Tahun 2025; 

22. Penghargaan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah atas 

Keberhasilan sebagai Terbaik Implementasi SIRIKA Terintegrasi 

SIGA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

23. Penghargaan dari Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah 

atas Juara Umum Stand Creativity Competition dalam acara Pekan 

Agro Digital & Inovasi (PADI), diterima Tahun 2025; 

24. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Kudus atas Ketepatan Waktu Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat 

Periode Semester I Tahun 2025, diterima Tahun 2025; 

25. Penghargaan dari PT Taspen Kantor Cabang Semarang atas 

Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai 8%, diterima Tahun 

2025; 

26. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

dari Gubernur Jawa Tengah, diterima Tahun 2025 kepada: 

a.  SD Negeri Kedungwaru Kidul 1; 

b. SD Negeri Undaan Kidul 1; 
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c. SD Negeri Bumirejo 1; 

d. SD Negeri Kebonbatur 2; 

e. SD Negeri Kedondong 1; 

f. SMP Negeri 1 Guntur; 

g. SMP Negeri 1 Karangtengah; 

h. SMP Negeri 2 Karangtengah; 

i. SMP Negeri 1 Sayung; 

j.  SMP Negeri 2 Bonang; 

k.  SMK Negeri 1 Demak; 

l. SMA Negeri 1 Mranggen; dan  

m. MA Tarbiyatul Mubtadi’in Gajah. 

27. Penghargaan dari MarkPlus Institute atas Keberhasilan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DINPMPTSP) sebagai Public Service of The Year Jawa Tengah 

2025, diterima Tahun 2025; 

28. Penghargaan dari MarkPlus Institute atas Keberhasilan Rumah 

Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga sebagai Public Service of The 

Year Jawa Tengah Tahun 2025, diterima tahun 2025; 

29. Penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah 

mendapatkan Keselamatan dan Keamanan Nuklir Kegiatan 

Radiologi Diagnostik dan Intervensional Rumah Sakit Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak, diterima Tahun 2025; dan 

30. Penghargaan kepada Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak dari 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik 

Informatif Tahun 2025, diterima Tahun 2025. 

Beberapa capaian tersebut merupakan bukti dukungan segenap 

masyarakat terhadap berbagai program yang dicanangkan oleh 

pemerintah. Tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, program 

sebaik apapun mustahil dapat terlaksana dengan baik. 
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 Kita yakini bersama bahwa semua penghargaan tersebut 

bukanlah tujuan akhir yang akan membuat kita terlena dalam 

melaksanakan tugas pengabdian kepada Negara, sebaliknya 

pencapaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa 

kita mampu dan akan dapat maju lebih jauh lagi dalam melaksanakan 

pembangunan daerah. 

Oleh karena itu kerjasama yang telah kita bangun dan kita capai 

dengan baik selama ini harus dapat ditingkatkan dalam semua aspek. 

Karena itu kita meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan antara 

eksekutif dan legislatif serta peran aktif masyarakat maka beban tugas 

yang dipikul akan jauh lebih ringan dalam pelaksanaannya, serta visi 

Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera dapat kita wujudkan. 

Mengakhiri penyampaian LKPJ Bupati Demak Tahun 2025 ini, 

saya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota 

Dewan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan seksama 

dalam acara ini.  

Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat 

serta menyelesaikan persoalan-persoalan secara menyeluruh. Oleh 

karena itu melalui rapat paripurna ini saya mohon maaf yang sebesar - 

besarnya. 
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Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan 

HidayahNya serta kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam 

melaksanakan tugas pengabdian yang tulus, ikhlas, luhur dan mulia bagi 

masyarakat Kabupaten Demak yang kita cintai bersama.  

Sekian, terima kasih. 

Wassalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

Demak,   11  Maret 2025 
Bupati Demak 
 
 

 
 
 

   dr. Hj. EISTI’ANAH, S.E. 
 
 
 
 
 
 

 

Paraf Koordinasi 
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1. Sekretaris Daerah  
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Kesra  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang 

memuat informasi dan penjelasan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun 

anggaran dan akhir masa jabatan, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan eraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti 

pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 14 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa LKPJ 

harus disusun secara lengkap, sistematis, dan terstruktur. Laporan tersebut harus 

memuat penjelasan mengenai kinerja selama satu tahun anggaran, mencakup hal-hal 

seperti kegiatan dan program yang dilaksanakan, sumber daya yang digunakan serta 

hasil yang telah dicapai. 

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, Pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Demak mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Daerah yang 

ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan yang meliputi : 

a. peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan pemulihan daya saing ekonomi; 

b. peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi; 

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing ekonomi 

berbasis potensi lokal; 

d. penguataan kapasitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan  

e. perwujudan masyarakat demak yang bermartabat, maju dan sejahtera. 

Penyusunan LKPJ merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan daerah yang merujuk pada kebijakan perencanaan dan 

penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Salah satu dasar 

pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam laporan ini adalah Peraturan 

Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 yang kemudian diubah melalui Peraturan Bupati 

Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2025. Selain itu, dalam penyusunan LKPJ juga mempertimbangkan kebijakan 

yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 yang telah diubah melalui 
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Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

1.1 DASAR HUKUM 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kabupaten Demak Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD disusun 

dengan berpedoman pada peraturan perundangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Repubblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak 

(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 2); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); 

n. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 27);   
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o. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Dmeak Tahun 2025 Nomor 25); dan  

p. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 

Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2025  Nomor 16). 

 

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang, pasal 263 ayat (3) yang menjelaskan bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan keuangan daerah serta 

program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional. 

  Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 

didasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. 

Penekanan pembangunan di Kabupaten Demak bertujuan untuk memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai aspek. Dalam mewujudkan visi 

serta mendukung pelaksanaan misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, maka 

disusunlah tujuan dan sasaran yang pada hakekatnya merupakan arahan bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan visi dan misi 

kepala daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan 

jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana 

diuraikan berikut ini. 

1.2.1 Visi Kepala Daerah 

Visi merupakan hal yang ingin dicapai mengenai keadaan Kabupaten 

Demak pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2006. Visi yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021-2026 adalah  sebagai berikut : 

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera” 
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Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak 

Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dijelaskan sebagai 

berikut: 

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak 

seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat 

merupakan konsep yang penting dalan bidang moralitas, etika, hukum dan 

politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki 

dalam menjalankan reformasi birokrasi. 

Kabupaten Demak yang Maju, maju dapat menyatakan suatu tindakan 

keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat 

peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini 

dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya. 

Kabupaten Demak yang Sejahtera, sejahtera merupakan sebuah 

kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar 

kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.  Sejahtera juga 

dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten 

Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi. 

Dari tiga frase diatas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai 

pada tahun 2026 adalah reformasi birokasi yang bermartabat, sumber daya 

manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin 

sejahtera. 

 

1.2.2 Misi Kepala Daerah 

Berdasarkan visi pembangunan diatas, dalam mewujudkan visi 

pembangunan Kabupaten Demak telah ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan 

yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan 

Pembangunan Kabupaten Demak 2021 - 2026 sebagai berikut: 

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan 

Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya. 

Dalam misi pertama terdapat dua frase kunci yaitu Tata Kelola 

Pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam membentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik diperlukan manajemen pembangunan yang sinergis 

dalam birokrasi. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk membangun tata 

kehidupan msyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang 

memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan 

dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan Demak 

Bermartabat. Suasana kehidupan yang agamis, kondusif, dan berbudaya 

memungkinkan berbagai penyelenggaraan fungsi-fungsi publik tercapai. 

Dalam pelaksanaannya, kehidupan masyarakat yang  agamis, kondusif dan 
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berbudaya dapat pula mendukung iklim investasi dan menyokong 

berjalannya roda perekonomian daerah. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 

Dalam kalimat misi di atas ada dua frase kunci yang menjadi fokus 

pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. 

Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

suatu daerah karena manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana. 

Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari 

alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup 

manusia. Kedua unsur tersebut merupakan dua hal yang saling memiliki 

keterkaitan. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu 

mengelola sumber daya alam dengan bijaksana sehingga tercipta 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang berkualitas 

dan berkelanjutan pada gilirannya turut mendorong kualitas sumber daya 

manusia yang berdaya saing. 

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka 

Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran. 

Dalam kalimat misi di atas dimaknai bahwa kesejahteraan masyarakat 

dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

kemiskinan. Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi yang perlu 

didorong sebagai basis ekonomi daerah yang kuat yang nantinya dapat 

mengentaskan kemiskinan. Potensi perekonomian Demak yang terbukti 

menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu industri pengolahan, pertanian, 

perikanan, perdagangan dan UMKM. Selain itu, Kabupaten Demak juga 

memiliki potensi pariwisata yang perlu digarap lebih serius demi peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dan pemasaran produk-produk lokal. 

1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 

Kondisi pandemi selama beberapa tahun mengakibatkan menurunnya 

kapasitas keuangan daerah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur 

strategis. Berdasarkan gambaran proyeksi keuangan daerah, penataan kawasan 

Kabupaten Demak dapat difokuskan pada tahun keempat RPJMD. 

Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan 

ekonomi yang telah dimulai pemulihannya sejak tahun 2022. Pemerataan 

pembangunan dilakukan dengan meningkatkan konektivitas melalui 

pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta 

penataan kawasan kumuh. 

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan perkotaan 

dan kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara 

umum harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu 

pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi 

ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Pembangunan harus 
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memperhatikan kesesuaian RTRW dan telah disiapkan infrastruktur dasar 

seperti air minum, sanitasi dan pengelolaan sampah/limbah terpadu 

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2025 yaitu 

Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, berdasarkan 

penyelarasan dengan kebijakan perekonomian nasionan dan provinsi, arah 

kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2025 adalah : 

1. Akselerasi penuntasan program unggulan/program prioritas khususnya 

program-program yang berdampak pada sector riil perekonomian 

masyarakat, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, 

perdagangan, industry dan pariwisata; 

2. Mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan penurunan 

angka kemiskinan, perbaikan iklim investasi dan pemulihan ekonomi akibat 

bencana banjir, rob dan bencana akibat dampak perubahan iklim melalui erja 

sama lintas sektor dan lintas pendanaan; 

3. Menguatkan pertumbuhan sektor pertanian baik dalam produksi maupun 

pemasaran dengan meningkatkan kualitas faktor produksi dan penguatan 

upaya kemitraan dan korporasi petani; 

4. Menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata dengan penguatan daya 

tarik destinasi wisata, peningkatan skala UMKM khususnya yang bergerak 

dalam bidang ekonomi kreatif; 

5. Peningkatan kualitas dan aksebilitas pelayanan pendidikan, Kesehatan dan 

pelayanan dasar lainnya sesuai standar pelayanan minimal; 

6. Perluasan Kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan 

daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu 

dan berkesinambungan 

7. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama 

dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta perlindungan 

perempuan dan anak; 

8. Mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui 

penguatan kerja sama antar daerah dan peningkatan investasi daerah; 

9. Inisiasi penerapan ekonomi hijau serta penguatan riset, inovasi, dan 

digitalisasi untuk mendorong peningkatan prouktivitas. 

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah 

kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Tantangan 

yang dihadapi di tahun mendatang yaitu : 

1. rob di Wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur pantura 

semakin sering dan semakin luas menyebabkan turunnya minat investor 

untuk membangun tempat produksiya di Kabupaten Demak; 

2. adanya potensi banjir akibat luapan sungai atau jebolnya tanggul yang akan 

berdampak pada aktivitas ekonomi; 

3. tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus 

penanganan kemiskinan ekstrem; 
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4. dinamika reguasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus 

segera direspons oleh Pemerintah Daerah; 

5. sumber pendapatan asli daerah yagn kurang menyebabkan ketergantungan 

pendanaan Kabupaten Demak masih sangat tinggi terhadap Pemerintah 

Pusat. 

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluang-peluang 

yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya : 

1. Selesainya pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan dimulainya 

pembangunan tol Demak-Tuban; 

2. Kabupaten Demak masuk dalam jalur revitalisasi kereta api; 

3. Masuknya Demak dalam Kawasan Urban Mobility Plan. . 

Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025 terdiri dari sembilan 

prioritas yaitu: 

a. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; 

b. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart 

city; 

c. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; 

d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 

e. Pengembangan inovasi daerah; 

f. Perluasan kawasan perkotaan; 

g. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, 

pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, 

h. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, 

i. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial. 

Kesembilan prioritas pembangunan tersebut disusun untuk menjawab 

permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Demak. Prioritas 

tersebut sekaligus merupakan program unggulan Bupati. Keterkaitan 

permasalahan dan isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel I.1  

Hubungan permasalahan pokok, isu strategis dan prioritas pembangunan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA IMPLEMENTASI 

• Tingginya potensi 

degradasi nilai-

1. Peningkatan 

Harmonisasi 

dan Fasilitas 

a Bantuan tempat 

ibadah/lembaga 

keagamaan 
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PERMASALAHAN ISU STRATEGIS 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA IMPLEMENTASI 

nilai luhur budaya 

daerah 

• Implementasi 

Reformasi 

Birokrasi 

• Optimalisasi 

kinerja pelayanan 

pendidikan dan 

kesehatan menuju 

kemandirian dan 

daya saing SDM 

yang berkeadilan 

Kehidupan 

Beragama 

b Tambahan kesejahteraan 

guru honorer, guru 

madin/TPQ/ PONPES 

c Beasiswa penghapal 

Alquran 

d Fasilitasi forum ulama-

umaro' 

• Belum 

optimalnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

• Belum 

optimalnya 

pelayanan publik 

kepada 

masyarakat 

• Implementasi 

Reformasi 

Birokrasi 

2. Peningkatan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik Berbasis 

'Smart City' 

a Integrasi e-governmant 

b Paperless office 

(administrasi kantor hemat 

kertas) 

c Digitalisasi desa 

d Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM) 

e Pengembangan single 

database (kebijakan satu 

data) 

f Mall Pelayanan Publik 

(MPP) 

• Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

• Pelaksanaan 

Tujuan 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

secara menyeluruh 

3. Peningkatan 

Kebersihan dan 

Keindahan 

Wilayah 

a Penataan taman/RTH dan 

PKL 

b Pengelolaan sampah 

terpadu 

(TPA/TPST/SPA/TPS-

3r/TPS) 

c Bank sampah 

d Gerakan kali bersih 

• Belum 

optimalnya 

peningkatan 

kualitas 

pendidikan 

• Belum 

optimalnya 

peningkatan 

mutu pelayanan 

kesehatan 

• Optimalisasi 

kinerja pelayanan 

pendidikan dan 

kesehatan menuju 

kemandirian dan 

daya saing SDM 

yang berkeadilan 

4. Peningkatan 

Kualitas dan 

Aksesibilitas 

Pelayanan 

Pendidikan dan 

Kesehatan 

a Peningkatan kapasitas 

tenaga pendidik/tenaga 

kependidikan 

b Ajang/lomba kreativitas 

guru dan siswa 

c Beasiswa miskin 

d Literasi berbasis inklusi 

sosial 

e Taman baca integratif 

f Percepatan penanganan 

stunting 

g Revitalisasi posyandu 

h Pelayanan kesehatan untuk 

semua (health for all); 

bumil, ibu bersalin, bayi 

baru lahir, balita, usia 

pendidikan dasar, usia 

produktif, usia lanjut. 
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PERMASALAHAN ISU STRATEGIS 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA IMPLEMENTASI 

i Pembangunan Sport center 

dan pembinaan olahraga 

• Belum 

optimalnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

• Implementasi 

Reformasi 

Birokrasi 

5. 

Pengembangan 

Inovasi Daerah 

a Fasilitasi dewan riset 

daerah 

b Hilirisasi hasil 

penelitian/penerapan 

teknologi tepat guna 

c Ajang kreasi dan inovasi 

daerah 

d Expo produk unggulan 

daerah 

• Belum 

optimalnya 

pemerataan 

pembangunan 

infrastruktur 

wilayah 

• Upaya pemenuhan 

ketersediaan dan 

kualitas PSU 

(Prasarana, 

Sarana dan Utilitas 

Umum) 

6. Perluasan 

Kawasan 

Perkotaan 

a Penyusunan masterplan 

perluasan kawasan 

perkotaan 

b Pembangunan perluasan 

kawasan perkotaan 

• Belum 

optimalnya 

pemerataan 

pembangunan 

infrastruktur 

wilayah 

• Upaya pemenuhan 

ketersediaan dan 

kualitas PSU 

(Prasarana, 

Sarana dan Utilitas 

Umum) 

7. Percepatan 

Pembangunan 

Infrastruktur, 

terutama di 

Kawasan 

Pesisir, 

Pertanian dan 

Pusat 

Pertumbuhan/ 

Pusat Produksi 

a Peningkatan dan 

pemeliharaan jaringan jalan 

dan jembatan kabupaten 

b Jaringan Irigasi Terpadu 

Usaha Tani (JITUT) 

c Penanganan banjir dan rob 

d Jalan Usaha Tani (JUT) 

e Rehabilitasi tanggul sungai 

f Penataan trotoar dan 

drainase kota 

g Sistem pengelolaan air 

minum (SPAM) 

h Sistem pengelolaan air 

limbah (SPAL)/sanitasi 

i Peningkatan sarana dan 

prasarana objek wisata 

j Peningkatan Bantuan 

Keuangan kepada 

Pemerintah Desa 

• Belum 

optimalnya 

pengembangan 

usaha mikro, 

kecil dan 

menengah, 

khususnya 

sektor industri 

mikro kecil 

• Belum 

optimalnya 

peningkatan nilai 

• Penguatan struktur 

ekonomi melalui 

hilirisasi industri 

berbasis produk 

unggulan daerah 

8. Percepatan 

Pemulihan 

Ekonomi 

Masyarakat 

a Peningkatan investasi 

b Pembentukan klaster 

UMKM 

c Gerakan 'one village one 

product’ 

d Pengembangan ekonomi 

kreatif 

e Pelatihan start up 

wirausaha muda 

f Pelatihan keterampilan, 

bantuan stimulan, dan 

pendampingan jaringan 
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PERMASALAHAN ISU STRATEGIS 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA IMPLEMENTASI 

tambah produksi 

unggulan daerah 

pemasaran untuk pelaku 

UMKM terutama kelompok 

muda dan perempuan 

g Kemudahan perijinan usaha 

mikro 

• Belum 

optimalnya 

kebijakan 

pengentasan 

kemiskinan 

• Minimnya 

pendidikan dan 

keterampilan 

angkatan kerja 

• Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

fasilitas 

pemukiman 

layak 

• Percepatan 

Pengentasan 

Kemiskinan 

9. Peningkatan 

Keberdayaan 

Perlindungan 

dan Rehabilitasi 

Sosial 

a Pelatihan ketrampilan dan 

sertifikasi bagi pencari kerja 

b Pemagangan dan 

penyaluran tenaga kerja 

baru 

c Bursa kerja (job fair) dan 

informasi pasar kerja on-line 

d Bina kelompok 

petani/nelayan 

e Bantuan sosial untuk 

RTM/difabel/ lansia 

f Padat karya 

g Bantuan rehabilitasi 

RTLH/rumah korban 

bencana 

h Sistem layanan dan rujukan 

terpadu (SLRT) - on line 

Sumber Data: RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Penjelasan atas prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

PRIORITAS 1: 

PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA 

Rencana implementasi: 

1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 

2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 

3) Beasiswa penghapal Alqur'an 

4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' 

  

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam bingkai NKRI 

sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat. 

Hubungan inter dan antar umat beragama yang harmonis akan membentuk 

sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. 

Masyarakat yang tertib, tenteram dan damai diharapkan menjadi penarik bagi 
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investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke Demak. Iklim investasi yang 

kondusif akan menghalangi investor keluar dari wilayah Demak. 

Oleh karena itu, bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan, tambahan 

kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes perlu diberikan dengan tetap 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru 

Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapat bantuan insentif dari Provinsi Jawa 

Tengah. Beasiswa bagi penghapal Al-Qur’an yang akan melanjutkan 

sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Fasilitasi forum ulama-umaro’ merupakan kearifan lokal yang perlu terus 

dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah 

daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama/sesepuh-pinisepuh sebagai 

representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan daerah. Hal 

tersebut salah satunya untuk melestarikan budaya Kasultanan Demak yang tidak 

terlepas dari dukungan ulama/walisongo. 

 Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 

PRIORITAS 2: 

PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

BERBASIS ‘SMART CITY’ 

Rencana Implementasi: 

1) Integrasi e-government 

2) Paperless office (administrasi kantor hemat kertas) 

3) Digitalisasi desa 

4) Anjungan Dukcapil Mandiri 

5) Pengembangan single database (kebijakan satu data) 

6) Mall Pelayanan Publik (MPP) 

Prioritas kedua pada tahun 2025 adalah Peningkatan Tata Kelola 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Smart City. Integrasi e-

government akan mempermudah kinerja ASN sekaligus meminimalkan potensi 

kecurangan. Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat 

mengurangi belanja alat tulis kantor dan memudahkan pemeliharaan arsip 

melalui implementasi paperless office.  

Di tingkat desa, digitalisasi desa difokuskan untuk menguatkan lumbung 

data desa dan implementasi crowdfunding kemiskinan dan UMKM. Lumbung 

data desa mulai diluncurkan di akhir tahun 2022. Pada tahun 2025, diharapkan 

lumbung data desa sudah dapat dimanfaatkan setidaknya pada 5 desa pilot 

project. Database dari desa akan digunakan sebagi dasar pengambilan 
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keputusan guna mendukung rencana implementasi Pengembangan single 

database. 

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun pada tahun 2023, dan telah 

beroperasi dengan mantap. Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kepuasan 

pelayanan MPP dan peningkatan kinerja Mall Informasi Pelayanan Publik (MIPP 

Online). 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2) Program Pengelolaan Arsip 

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

6) Program Pendaftaran Penduduk 

7) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 

PRIORITAS 3: 

PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH 

Rencana Implementasi: 

1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima 

2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS) 

3) Bank sampah 

4) Gerakan kali bersih 

Proporsi RTH perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2025 belum 

mencapai 20%, sehingga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan 

dalam rangka perluasan kawasan perkotaan, luasan RTH perlu ditambah. 

Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sektor dunia usaha melalui 

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan-perusahan dalam 

pendanaannya. Penataan RTH sekaligus juga dimaksudkan untuk penataan 

taman yang akan difungsikan untuk penataan pedagang kaki lima.  

Dalam hal pengelolaan sampah yang masih menjadi permasalahan besar 

di Kabupaten Demak, pemerintah daerah perlu menggalakkan pengelolaan 

terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat TPS hingga pemprosesan akhir di TPA 

dengan memanfaatkan konsep bank sampah. Sebagai bentuk apresiasi kepada 

masyarakat, akan dilaksanakan lomba bank sampah. Dalam pelaksanaannya, 

pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penggiat 

lingkungan hidup untuk memasyarakatkan bank sampah dan secara bertahap 

meningkatkan sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon. 

Permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah juga menyangkut 

kebersihan sungai/kali terutama yang melintas di kawasan perkotaan sebagai 
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cerminan wajah kota. Dalam pelaksanaannya, program kali bersih akan 

melibatkan DLH dan masyarakat untuk proses pembersihan sungai dari sampah 

dan gulma. Untuk melancarkan aliran sungai, Dinputaru melakukan normalisasi 

di sungai-sungai setiap hari.  

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

4) Program Pengelolaan Persampahan 

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

 

PRIORITAS 4: 

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 

DAN KESEHATAN 

Rencana Implementasi: 

1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan 

2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa 

3) Beasiswa miskin 

4) Literasi berbasis inklusi sosial 

5) Taman baca integratif 

6) Percepatan penanganan stunting 

7) Revitalisasi posyandu 

8) Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all): ibu hamil (bumil), ibu 

bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia 

lanjut 

9) Pembangunan sport center dan pembinaan olahraga 

Peningkatan kualitas SDM dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan di 

bidang pendidikan dan kesehatan. Rencana implementasi dilakukan mulai dari 

peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, lomba kreativitas guru 

dan siswa, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang menempuh 

jenjang pendidikan di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C 

dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga 

kependidikan dilakukan melalui perbaikan kurikulum diklat kompetensi dan 

tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap 

(GTT/PTT), sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula 

workshop kebudayaan untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. 
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Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan 

pembangunan taman baca dan gerakan literasi berbasis inklusi sosial, dimana 

penyediaan buku-buku pustaka sebagian besar diarahkan pada referensi 

teknologi tepat guna dan softskill, diikuti pemberian pelatihan praktis (topical 

training). Taman baca integratif didesain dengan memadukan antara taman baca 

dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang 

dilengkapi dengan akses internet terbuka. Peningkatan literasi juga akan 

didukung melalui penambahan mobil pustaka untuk meningkatkan jangkauan 

bahan bacaan. Dalam implementasinya, diperlukan kerja sama lintas sektor, baik 

dari Pemerintah Kabupaten, Pemerinah Desa, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat. 

Penanganan stunting masih menjadi prioritas utama, mengingat masih 

ditemukannya 9,5% anak stunting di Demak (SSGI, 2023). Pada tahun 2025, 

prevalensi stunting diharapkan turun menjadi 7,5%. Strategi yang diterapkan 

dalam penanganan stunting yaitu : 

1) Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini 

mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada 

remaja putri,  

2) Pemenuhan asupan gizi Ibu hamil dan balita; termasuk pemberian makanan 

tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan pangan 

masyarakat. 

3) Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk 

kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi 

penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI. 

4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya 

ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. 

5) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah 

penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, penyediaan 

toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. 

6) Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya termasuk 

penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perbaikan 

kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran daerah. 

Revitalisasi posyandu merupakan aktivitas yang hadir pada semua 

strategi penanganan stunting dan pelayanan kesehatan pada umumnya. 

Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat terkecil yang terbukti efektif 

dalam memantau kondisi ibu hamil, nifas, bayi dan tumbuh kembang balita. 

Penggunaan aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME) terus digalakkan untuk 

membantu pemantauan. Posyandu perlu meningkatkan kapasitas kader 

posyandu dan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan RSUD untuk 

mewujudkan kualitas dan aksesibiltas layanan kesehatan tanpa sekat dan 

menjangkau semua strata masyarakat (health for all). Saat ini Kabupaten Demak 
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telah memiliki 1294 Posyandu, 27 Puskesmas, 5 Rumah Sakit, 42 Klinik Pratama 

dan 2 Klinik Utama serta 113 Apotek yang tersebar di 14 kecamatan. 

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak 

telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan 

Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka. mendukung 

kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan 

kesehatan di daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Demak telah meraih Universal 

Health Coverage (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat yang sudah 

terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 

sejumlah 97,22%. Diraihnya kembali penghargaan UHC yang pernah diperoleh 

pada tahun 2018, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Demak 

dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat serta 

komitmen dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. 

Pada tahun 2025, cakupan UHC meningkat  pada angka 99,52% dari target 

97,90%. 

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan juga dilakukan dengan 

menyediakan sport center yang representatif bagi masyarakat Kabupaten 

Demak. Pembangunan sport center dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2022 

dan telah dapat digunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, sport center 

diharapkan sudah dilengkapi berbagai fasilitas keolahragaan dengan standar 

nasional. Dioperasikannya sport center juga bentuk dukungan Pemerintah 

Kabupaten Demak untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya 

sehat melainkan juga bugar. Selain beroperasinya sport center, Pemerintah 

Kabupaten Demak juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet dan 

pelatihan bagi pelatih olah raga. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3) Program Pengelolaan Pendidikan 

4) Program Pembinaan Perpustakaan 

5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

7) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

 

PRIORITAS 5: 

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH  

Rencana Implementasi: 
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1) Fasilitasi Dewan Riset Daerah 

2) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna 

3) Ajang kreasi dan inovasi daerah 

4) Expo produk unggulan daerah 

Ajang kreasi dan inovasi masih menjadi prioritas di tahun 2025 karena 

melalui ajang ini terjaring teknologi-teknologi yang diharapkan mampu direplikasi 

dan diterapkan di masyarakat. Sejak tahun 2022, pemenang krenova 

diikutsertakan dalam program inkubasi penelitian/inovasi untuk dilakukan 

pengembangan sehingga bisa diterapkan di masyarakat sebagai wujud teknologi 

tepat guna, ekspo produk unggulan daerah mulai dilaksanakan Kembali di tahun 

2023 dan akan semakin digencarkan di tahun 2025.  

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

3) Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan 

4) Program Perekonomian dan Pembangunan 

5) Program Pengembangan Ekspor 

6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

 

 

 

PROGRAM PRIORITAS 6: 

PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN 

Rencana Implementasi: 

1) Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan 

2) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan 

Perluasan kawasan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Penyusunan 

masterplan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023 diikuti dengan 

penyusunan DED dan kajian lainnya yang diperlukan. Sebelumnya, pada tahun 

2021 telah diselenggarakan sayembara desain kawasan perkotaan yang 

mengintegrasikan konsep smart city dan berkelanjutan.  

Pembangunan perluasan Kawasan perkotaan sejalan dengan tema 

pembangunan tahun 2025 yaitu Peningkatan Kapasitas Pembangunan 

Infrastruktur Berkelanjutan. Wujud perluasan Kawasan perkotaan dimulai 

dengan pembangunan RTH dan penataan Kawasan perbatasan kota termasuk 

pembangunan landmark di beberapa titik. Penataan wajah kota salah satunya 
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dengan pembangunan/rehabilitasi Gedung kantor pemerintah dan pasar yang 

memerlukan perbaikan. Selain itu, penataan kawasan perkotaan juga 

diintegrasikan dengan program prioritas ketujuh dengan rencana implementasi 

penataan trotoar dan drainase kota. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

2) Program Penataan Bangunan Gedung 

 

PROGRAM PRIORITAS 7: 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI 

KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/PUSAT 

PRODUKSI 

Rencana Implementasi: 

1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten 

2) Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT) 

3) Penanganan banjir dan rob 

4) Jalan Usaha Tani (JUT) 

5) Embung Pertanian  

6) Rehabilitasi tanggul sungai 

7) Penataan trotoar dan drainase kota 

8) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) 

9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi 

10) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata 

11) Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 

Prioritas ketujuh merupakan implementasi utama dari tema Pembangunan 

tahun 2025 yaitu Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur 

Berkelanjutan. Sejumlah infrastruktur penting di Kabupaten Demak mengalami 

kerusakan akibat bencana banjir yang melanda hampir di semua kecamatan 

pada tahun 2024. Tanggul sungai jebol di beberapa titik, utamanya di Kecamatan 

Karanganyar, Gajah, Mranggen, Mijen dan Wonosalam. Normalisasi dan 

rehabilitasi  tanggul sungai menjadi prioritas di tahun 2025. Sehubungan dengan 

Sebagian besar sungai yang melintas di Kabupaten Demak merupakan 

kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan juga Pemerintah Pusat , maka 

Pemerintah Kabupaten Demak akan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

vertical. Pengajuan bantuan keruangan menjadi salah satu alternatif yang akan 

diupayakan. 

Di wilayah pesisir, Kabupaten Demak mengalami masalah banjir rob dan 

kekurangan air baku, termasuk air baku untuk industri. Kekurangan air baku 

terjadi terutama setelah diberlakukannya pembatasan pengambilan air tanah. 
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Hal ini akan diupayakan dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah untuk suplai air baku. Permasalahan rob di Kecamatan 

Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan 

koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Pemerintah 

Kabupaten Demak telah menyusun masterplan kawasan pesisir. Setelah adanya 

masterplan, diharapkan Pemerintah Pusat dapat melanjutkan pelaksanaan Major 

Project Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dengan salah satu 

lokusnya yaitu Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak juga masih 

akan menangani kawasan kumuh di daerah terdampak rob dengan perbaikan 

jalan, air minum dan sanitasi, melakukan program relokasi, rehabilitasi ekosistem 

pantai dengan penanaman mangrove. 

Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung 

perkembangan pusat-pusat produksi, terutama pusat produksi yang terdampak 

banjir. Bentuk pembangunan meliputi peningkatan/rehabilitasi jalan, jembatan, 

jalan usaha tani, jaringan irigasi dan prasarana menuju objek wisata. Tahun ini, 

direncanakan pula pembangunan embung di Desa Kunir dan embung Rowo 

Sedo untuk memenuhi kebutuhan air baku, utamanya untuk pertanian. 

Sistem pengelolaan air minum dan air limbah juga masih menjadi prioritas 

di tahun 2025 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dan 

menjadi bagian program pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Diharapkan pada tahun tersebut, penanganan air limbah telah tuntas. Dalam 

upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten terus berupaya 

meningkatkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Penyelenggaraan Jalan 

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

8) Program Penanggulangan Bencana 

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

11) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

12) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

 

PRIORITAS 8: 
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PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT 

Rencana Implementasi: 

1) Peningkatan investasi 

2) Pembentukan klaster UMKM 

3) Gerakan ‘one village one product’ 

4) Pengembangan ekonomi kreatif 

5) Pelatihan start up wirausaha muda 

6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan 

pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan 

7) Kemudahan perizinan usaha mikro 

Untuk mendukung kinerja perekonomian, perlu dilakukan peningkatan 

investasi. Promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi terus 

dilakukan, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro. Investasi pada 

industri besar selain berfungsi sebagai penyumbang PDRB, diharapkan mampu 

menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. 

Bagi industri kecil dan menengah, diberikan pelatihan peningkatan 

produktivitas, pendampingan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, 

fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/e-commerce dan 

pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. 

Pembinaan IKM terutama difokuskan pada IKM Industri Agro dan Pengolahan 

Kayu, IKM Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, serta IKM Industri Kimia, 

Logam, Mesin, dan Alat Angkut. Sementara itu, UMKM yang sejenis didorong 

untuk pembentukan klaster UMKM dan mendukung gerakan one village one 

product. 

Peningkatan kinerja UMKM dimulai dengan diterapkannya Peraturan 

Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. 

Selain itu, seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pada 

tahun 2024 harus sudah menggunakan produk dalam negeri menyusul telah 

diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pembantukan Tim Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan tersebut dalam rangka 

menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan 

Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu 

tugas tim P3DN yaitu melakukan investigasi terhadap produk dalam daerah, 

khususnya produk yang akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Lokal dan 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Tidak hanya itu, dukungan terhadap pemanfaatan produk lokal juga 

didukung oleh Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak nomor 556/0587 

tanggal 11 April 2025 hal Pemanfaatan Produk Lokal. Dalam surat ini, perangkat 
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daerah, BUMD, pengelola hotel dan pariwisata hingga desa wisata didorong 

untuk melestarikan budaya lokal dengan meningkatkan pemanfaatan produk 

unggulan daerah. Pemanfaatan tersebut seperti sajian tradisional untuk 

konsumsi kegiatan dan acara resmi. Seluruh stakeholder juga diarahkan untuk 

mendukung pengembangan desa wisata dengan menggunakan desa wisata 

sebagai lokasi diadakannya kegiatan. 

Pencetakan wirausahawan baru juga digalakkan dengan kolaborasi 

program pembinaan start-up wirausaha muda antara Dindagkop UKM, Dinpora 

dan Dinkominfo. Pengembangan ekonomi kreatif akan didorong sesuai Peta 

Jalan Ekonomi Kreatif yang telah disusun pada tahun 2023. Peta jalan Ekraf 

memiliki enam pilar yaitu regulasi, kelembagaan, technopreneur, chanelling dan 

promosi, infrastruktur, serta dukungan TIK. Berdasarkan peta jalan tersebut, 

potensi terbesar Kabupaten Demak terdapat pada seni kriya, seni pertunjukan 

dan seni rupa. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi 

tersebut yakni mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku 

ekonomi kreatif serta mengadakan pameran dan lomba. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

2) Program Promosi Penanaman Modal 

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

 

PROGRAM PRIORITAS 9: 

PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI 

SOSIAL 

Rencana Implementasi: 

1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja 

2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru 

3) Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line 

4) Bina kelompok petani/nelayan 

5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut 

usia) 

6) Padat karya 
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7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban 

bencana) 

8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – online 

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 

11,89%. Program prioritas beserta rencana implementasinya pada tahun 2025 

sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara 

mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan pendampingan. 

Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan di antaranya 

penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, beasiswa miskin, 

pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, perluasan kawasan 

perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial, dsb. Sinergi kelembagaan dan 

pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan dukungan anggaran 

tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, dan dana dari non 

pemerintah. 

Strategi yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu 

meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi 

kantong kemiskinan, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan. Peningkatan pendapatan selain diupayakan dengan menyasar 

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengurangan angka 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dilakukan pula 

melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pengurangan beban pengeluaran dilakukan dengan memenuhi 

kebutuhan dasar, penguatan Jaring Pengaman Sosial dan menjaga stabilitas 

harga bahan pokok. Wilayah kantong kemiskinan dikurangi dengan cara 

pemenuhan infrastruktur dasar, menumbuhkan pusat perekonomian baru dan 

mengurangi risiko bencana. Strategi penanggulangan  kemiskinan  yang  terakhir  

yaitu  menguatkan  sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Strategi tersebut akan diupayakan melalui pemanfaatan data kemiskinan dan 

pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran. 

Strategi yang lebih spesifik diperlukan untuk penanganan kemiskinan 

ekstrem. Pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem di Demak masih 1,22% dengan 

jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 25.590 jiwa. Sebagaimana arahan 

Wakil Presiden, pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem berada di angka 0-1%. 

Untuk itu, penanganan dilakukan tertarget by name by address pada indikator-

indikator yang masih menjadi kelemahan penduduk miskin ekstrem tersebut. 

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap 

dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat miskin). 

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan 

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akan dilakukan penguatan 

database di tingkat desa. Pemerintah daerah juga akan menguatkan program 
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kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha dalam program-program 

pengentasan kemiskinan. 

Selain secara proaktif memulihkan perekonomian, salah satu hal yang 

terus dilakukan yaitu mengefektifkan pelaksanaan jaring pengaman sosial 

(perlindungan sosial) untuk kelompok rentan: rumah tangga miskin, difabel, lanjut 

usia, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dll. Salah satu prioritas yang 

masih akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan 

bagi tenaga kerja rentan. Sejak dicanangkan pertama kali pada bulan Oktober 

2021, program ini telah mampu melindungi 46.000 tenaga kerja rentan di 

Kabupaten Demak. Tenaga kerja rentan umumnya bekerja di sektor informal dan 

tidak memiliki jaring pengaman kecelakaan kerja maupun kematian. Dengan 

pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya 

agar keluarga rentan tidak terperosok pada jurang kemiskinan saat pencari 

nafkah meninggal dunia. 

Untuk mengatasi pengangguran, perlu dilakukan upaya sinergisitas antara 

lain: 

1. pelaku usaha menyampaikan grand design kebutuhan tenaga kerja sesuai 

kualifikasi/kompetensi saat melakukan investasi maupun saat terjadi 

perubahan kebutuhan tenaga kerja; 

2. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja 

melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh BLK maupun LPK sesuai 

kebutuhan dunia industri dan dunia. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi 

nasional yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional; 

3. melaksanakan program kolaborasi pemagangan tenaga kerja antara 

Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha; 

4. menggelar bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line untuk 

mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha; 

Lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Demak 

saat ini adalah industri pengolahan. Tidak dapat dipungkiri, industri pengolahan 

memiliki keunggulan yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, 

kemampuan menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan kemampuan untuk 

menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Oleh 

karena itu, upaya kolaborasi harus terus didorong antara lapangan usaha 

pemasok bahan baku, tenaga kerja, industri dan perdagangan. 

Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat karya 

agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan. 

Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka diadakan kegiatan 

bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan terkait 

pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif lainnya. 
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Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

2) Program Penempatan Tenaga Kerja 

3) Program Rehabilitasi Sosial 

4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan 

5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

8) Program Penyuluhan Pertanian 

9) Program Pengolahan Perikanan Budidaya 

10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

11) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

13) Program Pengembangan Perumahan 

14) Program Kawasan Permukiman 

Gambar I.1  

Keterkaitan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan Program 

Prioritas Kabupaten Demak 

        Sumber Data: Bapperida Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Tabel I.2  

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Demak dengan 

Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

RPJMD Kab. Demak 2021-2026 
Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Demak 

(RKPD 2025) 

Prioritas 

Pembangunan 

Jateng (R-

RKPD 2025) 

Rancangan 

Teknokratik 

RPJMN 2025-

2029  Tujuan Daerah Sasaran Daerah 

1. 

Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Bersih 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

kinerja pelayanan 

publik 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

2. Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

3. Meningkatnya 

kualitas pendidikan 

 

 

 

4. Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

2. Peningkatan 

Tata Kelola 

Pemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 

Berbasis 'Smart 

City' 

 

 

1. Peningkatan 

Harmonisasi dan 

Fasilitas Kehidupan 

Beragama  

 

 

 

5. Pengembangan 

Inovasi Daerah 

 

 

 

 

4. Peningkatan 

Kualitas dan 

Aksesibilitas 

Pelayanan 

Pendidikan Dan 

Kesehatan 

4. Perbaikan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang adaptif 

dan kolaboratif 

3. Transformasi 

Tata Kelola  

4. Supremasi 

Hukum, Stabilitas 

dan 

Kepemimpinan 

Indonesia  

 

 

 

 

2. Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

yang lebih 

pintar, sehat, 

bugar, dan 

adaptif secara 

inklusif dan 

merata 

1. Transformasi 

Sosial 

5. Ketahanan 

Sosial Budaya 

dan Ekologi 

5. Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

6. Meningkatnya 

kesetaraaan dan 

keadilan gender 

dalam 

pembangunan 

7. Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana 

3. Peningkatan 

Kebersihan dan 

Keindahan Wilayah 

3. Peningkatan 

pengelolaan 

sumber daya 

alam dan 

lingkungan 

hidup dalam 

rangka 

mengoptimalkan 

daya dukung 

6. Membangun 

Lingkungan 

Hidup, 

Meningkatkan 

Ketahanan 

Bencana, dan 

Perubahan Iklim 
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RPJMD Kab. Demak 2021-2026 
Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Demak 

(RKPD 2025) 

Prioritas 

Pembangunan 

Jateng (R-

RKPD 2025) 

Rancangan 

Teknokratik 

RPJMN 2025-

2029  Tujuan Daerah Sasaran Daerah 

3. 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat  

dan daya 

tampung 

8. Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian 

daerah berbasis 

potensi lokal 

8. Percepatan 

Pemulihan 

Ekonomi 

Masyarakat 

1. Peningkatan 

Harmonisasi dan 

Fasilitas Kehidupan 

Beragama 

1. Peningkatan 

kapasitas 

perekonomian 

yang berdaya 

saing dan 

merata berbasis 

sektor unggulan 

didukung 

dengan 

pengendalian 

inflasi yang 

lebih optimal 

dan infratruktur 

yang merata 

dan berkualitas 

1. Memperkuat 

Ketahanan 

Ekonomi untuk 

Pertumbuhan 

yang Berkualitas 

dan Berkeadilan 
9. Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

sektor pariwisata 

10. Meningkatnya 

investasi daerah 

11. Menurunnya 

jumlah 

pengangguran 

9. Peningkatan 

Keberdayaan 

Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial 

3. Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

12. Meningkatnya 

pemerataan kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat 

6. Perluasan 

kawasan perkotaan 

7. Pemerataan 

infrastruktur 

terutama di 

Kawasan Pesisir, 

Pertanian dan 

Pusat 

Pertumbuhan/Pusat 

Produksi 

2. 

Mengembangkan 

Wilayah untuk 

Mengurangi 

Kesenjangan dan 

Menjamin 

Pemerataan 

5. Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar 

Sumber Data: Bapperida  Kabupaten Demak Tahun 2025 

1.3 DATA UMUM DAERAH  

Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mranggen, 

Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan 

Karangtengah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, 

Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak, Kecamatan 

Bonang dan Kecamatan Wedung, Kecamatan Kebonagung. 
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1.3.1 Data Geografis Wilayah 

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak pada koordinat 6°43’26”-7°09’43” LS dan 110°27’58”-

110°48’47” BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak 

memiliki luas wilayah kurang lebih 99.532 ha. Batas-batas administrasi 

Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 

a. sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;   

b. sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;  

c. sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 

d. sebelah Barat : Kota Semarang. 

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 

kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 

6.942 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel I.3 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak 

No Kecamatan 
Luas Kecamatan 

(Ha) 

Jumlah Kelurahan/ 

Desa 

Persentase Luas 

(%) 

1. Mranggen 7.759 19 7,80 

2. Karangawen 8.171 12 8,21 

3. Guntur 6.428 20 6,46 

4. Sayung 8.597 20 8,64 

5. Karangtengah 5.644 17 5,67 

6. Wonosalam 6.279 21 6,31 

7. Dempet 6.394 16 6,42 

8. Gajah 5.373 18 5,40 

9. Karanganyar 6.987 17 7,02 

10. Mijen 5.500 15 5,53 

11. Demak 6.305 19 6,33 

12. Bonang 8.706 21 8,75 

13. Wedung 12.942 20 13 

14. Kebonagung 4.446 14 4,47 

 Jumlah 99.532 249 100 
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Sumber Data: Bapperida Kab. Demak (2025) 

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah 

seluas 12.942 ha atau 13% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang 

memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 4.446 ha 

atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan 

di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, 

terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah 

administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar I.2 

Peta Administrasi Kabupaten Demak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Pemkab. Demak (2025) 

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan 

pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 

0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari 

permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai 

berikut: 

a. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, 

Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung; 

b. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang 

ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan 

Dempet, Karangawen dan Mranggen;  

c. 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen; 

d. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan 

Karangawen dan Mranggen. 
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Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu 

berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan 

Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama 

di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan 

dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%. 

Sebagian besar lahan di Kabupaten Demak merupakan lahan sawah 

(58,79%). Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/kebun, tambak 

dan hutan rakyat menempati (23,13%) luas keseluruhan, sedangkan sisanya 

(18,08%) digunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan 

perkantoran serta prasarana umum lainnya. 

Tabel I.4 

Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan 

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Tahun 

Penggunaan Lahan Total Luas Lahan 

Sawah 
Pertanian Bukan 

Sawah 

Bukan 

Pertanian 
 

2020 53.597 18.938 17.208 89.743 

2021 52.761 20.759 16.223 89.743 

2022 52.681 20.260 16.802 89.743 

2023 52.813 20.149 16.782 89.743 

2024 53.034 19.908 16.800 89.743 

2025 56.473 16.611 16.659 89.743 

Sumber Data: Dinpertan Pangan Kab. Demak Tahun 2025 

Berdasarkan data tersebut, lahan persawahan dan lahan bukan pertanian 

mengalami perluasan tiap tahunnya. Kedua jenis penggunaan lahan ini 

mengurangi porsi lahan pertanian bukan sawah. Pada Tahun 2020 Lahan sawah 

mengalami penurunan sebagai dampak dari berubahnya penggunaan lahan 

sawah menjadi lahan tambak serta dampak rob yang telah meluas ke tiga 

kecamatan diantaranya Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan 

Kecamatan Wedung. 

 

1.3.2 Jumlah Penduduk 

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia 

(SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai 

penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, 

penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan 

berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek 
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dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan 

beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan 

apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas 

yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.  

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih II Tahun 2025, Jumlah Penduduk 

Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebanyak 1.266.666 jiwa yang terdiri dari 

640.257 berjenis kelamin laki-laki, dan 626.409 berjenis kelamin Perempuan. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Demak paling banyak terdapat di Kecamatan 

Mranggen sebesar 176.733 jiwa dan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan 

Kebonagung yaitu sebesar 44.069 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Demak, 2025). Data tersebut disajikan sebagai berikut: 

 Tabel I.5 

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak 

Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 

NO KODE KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 33.21.01 MRANGGEN 
                  
88.737  

                 
87.996  

                
176.733  

2 33.21.02 KARANGAWEN 
                  
50.993  

                 
50.330  

                
101.323  

3 33.21.03 GUNTUR 
                  
47.470  

                 
46.308  

                   
93.778  

4 33.21.04 SAYUNG 
                  
55.637  

                 
53.791  

                
109.428  

5 33.21.05 KARANGTENGAH 
                  
37.480  

                 
36.537  

                   
74.017  

6 33.21.06 WONOSALAM 
                  
45.844  

                 
44.808  

                   
90.652  

7 33.21.07 DEMPET 
                  
31.314  

                 
31.299  

                   
62.613  

8 33.21.08 GAJAH 
                  
27.677  

                 
27.019  

                   
54.696  

9 33.21.09 KARANGANYAR 
                  
40.938  

                 
40.042  

                   
80.980  

10 33.21.10 MIJEN 
                  
31.091  

                 
30.601  

                   
61.692  

11 33.21.11 DEMAK 
                  
58.224  

                 
58.176  

                
116.400  

12 33.21.12 BONANG 
                  
57.933  

                 
55.127  

                
113.060  

13 33.21.13 WEDUNG 
                  
44.650  

                 
42.575  

                   
87.225  

14 33.21.14 KEBONAGUNG 
                  
22.269  

                 
21.800  

                   
44.069  

JUMLAH 
              
640.257  

             
626.409  

             
1.266.666  

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 
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1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk Kabupaten Demak tersebar di 14 kecamatan, dengan rata-rata 

kepadatan 1.269 jiwa/km2. Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Mranggen 

(2.345 jiwa/km2). Tingkat kepadatan ini  mencapai hampir empat kali lipat 

kepadatan Kecamatan Wedung yang merupakan kecamatan terendah 

kepadatannya di Kabupaten Demak (676 jiwa/km2). Hal ini dapat dijelaskan 

karena Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kota Semarang sehingga 

menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan 

Wedung mempunyai karakteristik pesisir yang sebagian besar lahannya berupa 

tambak sehingga kepadatan penduduknya rendah. 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah 

tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat 

pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk 

sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik 

dan sebagainya. Terdapat dua metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk, 

yaitu menggunakan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan data hasil proyeksi Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik. 

Tabel I.6 

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak  

Tahun 2017-2025 

No Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024 2025 

1. 

Laju 

pertumbuhan 

penduduk 

berdasar data 

registrasi 

% 0,50 1,74 1,82 2,93 0,52 2,83 1,07 0,65 0,99 

2. 

Laju 

Pertumbuhan 

penduduk 

berdasar 

hasil 

proyeksi** 

% 1,02 1,01 0,96 1,28 1,16 1,12 1,09 1,07 1,05 

Sumber Data: Dindukcapil Kabupaten Demak, dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Demak,  

 

1.3.4 Jumlah ASN 

Perangkat Daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

prinsip desain organisasi yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, 

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan 
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pemerintahan dan potensi daerah. Berikut disajikan data jumlah ASN 

berdasarkan unit kerja Perangkat Daerah, antara lain: 

Tabel I.7 

Jumlah ASN Menurut Unit Kerja Perangkat Daerah 

NO 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah 

Daftar Nama Organisasi Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

Tipe 

Perangkat 

Daerah 

1 Sekretariat 2 SEKRETARIAT DAERAH 188 B 

      SEKRETARIAT DPRD 52 A 

2 Pengawas 1 INSPEKTORAT 63 A 

3 Dinas 19 DINDIKBUD 147 A 

      a. SDN 4439   

      b. SMPN 1137   

      c. SKB 11   

      d. TKN 12   

      e. 
Korwil Bidang Dikbud se-Kab 

Demak 
105   

   f. UPTD Museum 3  

      DINKES 110 A 

      a. RSUD Sultan Fatah 254   

      b. RSUD Sunan Kalijaga 557   

      c. Puskesmas 1235   

      d. UPTD Labkesda 17   

      DINSOS P2PA 65 A 

      a. UPTD Rumah Pelayanan Sosial  3   

      DINHUB 74 C 

      a. 
UPTD Sarana dan Prasarana 

Perhubungan 
2   

      DINPARTA 54 C 

      DINDUKCAPIL 80 B 

      DINPUTARU 143 B 

      a. 
UPTD Pemeliharaan Jalan, 

Jembatan dan Irigasi Wil. I - IV 
57   

      DINDAGKOP UKM 126 B 

      a. UPTD Metrologi Legal  7   

      b. UPTD Pasar Wil. I - V 31   



BAB I PENDAHULUAN 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025   I-33 
 

NO 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah 

Daftar Nama Organisasi Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

Tipe 

Perangkat 

Daerah 

      DINPERTAN PANGAN 159 A 

        UPTD Balai Benih 1   

        UPTD Pengembangan Ternak 0   

      DINLUTKAN 38 B 

    UPTD Balai Benih Ikan 1  

      DINPERMADES P2KB 68 A 

      DPMPTSP 43 B 

      DINLH 251 B 

      DINPERPUSAR 44 C 

      DINPORA 37 B 

      DINNAKERIND 51 B 

      a. UPTD Balai Latihan Kerja 4   

      DINKOMINFO 54 B 

      DINPERKIM 96 C 

      SATPOL PP 135 B 

4 Badan 5 BPKPAD 79 A 

      BAPPERIDA 48 B 

      BKPSDM 52 B 

      a. Pemkab Demak 46   

      BPBD 54 A 

      BAKESBANGPOL 29 -  

5 Kecamatan 14 KECAMATAN BONANG 15 A 

      KECAMATAN DEMPET 10 A 

      KECAMATAN GAJAH 11 A 

      KECAMATAN GUNTUR 14 A 

      KECAMATAN KARANGANYAR 18 A 

      KECAMATAN KARANGAWEN 15 A 

      KECAMATAN KARANGTENGAH 17 A 

      KECAMATAN KEBONAGUNG 14 A 

      KECAMATAN MIJEN 817 A 

      KECAMATAN MRANGGEN 16 A 

      KECAMATAN SAYUNG 15 A 
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NO 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah 

Daftar Nama Organisasi Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

Tipe 

Perangkat 

Daerah 

      KECAMATAN WEDUNG 15 A 

      KECAMATAN WONOSALAM 16 A 

      KECAMATAN DEMAK 22 A 

        Kel. Betokan 9   

        Kel. Bintoro 11   

        Kel. Kadilangu 11   

        Kel. Kalicilik 8   

        Kel. Mangunjiwan 9   

        Kel. Singorejo 7   

Jumlah 41   10.532   

Sumber: BKPSDM Kabupaten Demak Tahun 2025 

Guna mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, Perangkat Daerah 

didukung pegawai yang berstatus ASN sejumlah 10.532 orang (4,290 ASN laki-

laki dan 6.242 ASN perempuan) yang terdiri atas 4.892PNS, 3.221 PPPK, dan  

2.419 PPPK Paruh Waktu menurut data per Desember 2025. 

Berdasarkan tingkat kepangkatan/ golongan ruang, Jumlah ASN 

Kabupaten Demak berdasarkan Tingkat Kepangkatan/ Golongan Ruang terdiri 

dari: Juru (I/c) sebanyak 3 orang, Juru Tingkat I (I/d) sebanyak 18 orang, 

Pengatur Muda (II/a) sebanyak 27 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 

sebanyak 55 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 112 orang, Pengatur Tingkat I (II/d) 

sebanyak 275 orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 827 orang, Penata Muda 

Tingkat I (III/b) sebanyak 796 orang, Penata (III/c) sebanyak 494 orang, Penata 

Tingkat I (III/d) sebanyak 1.000 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 353 orang, 

Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 443 orang, Pembina Utama Muda (IV/c) 

sebanyak 485 orang, Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 4 orang, Golongan 

PPPK X sebanyak 26 orang, Golongan PPPK IX sebanyak 2.711 orang, 

Golongan PPPK VIII sebanyak 1 orang, Golongan PPPK VII sebanyak 261 

orang, Golongan PPPK VI sebanyak 2 orang dan Golongan PPPK V sebanyak 

201 orang, Golongan PPPK III sebanyak 2 orang, Golongan PPPK I sebanyak 

17 orang, dan Golongan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2.419 orang. Data terinci 

ada pada Tabel berikut: 
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Tabel I.8 

Jumlah ASN Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

NO TINGKAT KEPANGKATAN JUMLAH 

1 Juru Muda (I/a) 0 

2 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 

3 Juru (I/c) 3 

4 Juru Tingkat I (I/d) 18 

Golongan I 21 

1 Pengatur Muda (II/a) 27 

2 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 55 

3 Pengatur (II/c) 112 

4 Pengatur Tingkat I (II/d) 275 

Golongan II 469 

1 Penata Muda (III/a) 827 

2 Penata Muda Tingkat I (III/b) 796 

3 Penata (III/c) 494 

4 Penata Tingkat I (III/d) 1.000 

Golongan III 3.117 

1 Pembina (IV/a) 353 

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 443 

3 Pembina Utama Muda (IV/c) 485 

4 Pembina Utama Madya (IV/d) 4 

5 Pembina Utama (IV/e) 0 

Golongan IV 1.285 

1 PPPK Gol X 26 

2 PPPK Gol IX 2.711 

3 PPPK Gol VIII 1 

4 PPPK Gol VII 261 

5 PPPK Gol VI 2 

6 PPPK Gol V 201 

7 PPPK Gol III 2 

8 PPPK Gol I 17 

Golongan PPPK 3.221 
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NO TINGKAT KEPANGKATAN JUMLAH 

1 PPPK Paruh Waktu  2.419 

Golongan PPPK Paruh Waktu  2.419 

TOTAL 10.532 

Sumber: BKPP Kabupaten Demak Tahun 2025 

Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat pendidikan, ASN dengan tingkat 

pendidikan sampai dengan SD/ MI/ Sederajat sebanyak 101 orang, ASN dengan 

tingkat pendidikan SMP/ MTs/ Sederajat sebanyak 154 orang, ASN dengan 

tingkat pendidikan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat sebanyak 1.529 orang, ASN 

dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1.317 orang, ASN dengan tingkat 

pendidikan S1 sebanyak 6.469 orang, ASN dengan tingkat pendidikan S2 

sebanyak 958 orang, dan ASN dengan tingkat Pendidikan S3 sebanyak 4 orang. 

Data terinci ada pada Tabel berikut: 

Tabel I.9 

Jumlah ASN Daerah Menurut Tingkat Pendidikan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SD/MI/SEDERAJAT 101 

2 SMP/MTs/SEDERAJAT 154 

3 SMA/SMK/MA/SEDERAJAT 1.529 

4 DIPLOMA 1.317 

5 STRATA 1 6.469 

6 STRATA 2 958 

7 STRATA 3 4 

TOTAL 10.532 

Sumber Data: BKPP Kabupaten Demak Tahun 2025 

Dari jumlah ASN sebanyak 10.532 orang, ASN Eselon IV sejumlah 112 

orang, Eselon III sejumlah 108 orang, Eselon II sejumlah 20 orang, data terinci 

pada Tabel berikut: 

Tabel I.10 

Jumlah ASN Daerah Menurut Eselon 

Kabupaten Demak Tahun 2024 

ESELON JUMLAH 

ESELON IV 112 

ESELON III 108 
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ESELON II 20 

ESELON I 0 

TOTAL 240 

Sumber: BKPP Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

1.3.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar 

Rp2.661.325.816.563,83 (turun -1,58%) dari realisasi tahun 2024 dengan 

penurunan tertinggi di lain-lain pendapatan daerah yang sah pada komponen 

pendapatan hibah (turun -99,92%). Selain itu Pendapatan Asli Daerah 

komponen lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan penurunan (turun -

94,68%), pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (turun -35,72%), 

pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya (turun -22,14%), dan 

pendapatan transfer pemerintah pusat (turun -3,68%). 

Selain beberapa komponen yang mengalami penurunan, terdapat 

beberapa komponen pendapatan yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan 

terbesar terlihat pada komponen pendapatan lainnya retribusi daerah yang naik 

sebesar 1273,72%. Selain itu komponen lain yang mengalami kenaikan adalah 

retribusi daerah (naik 704,29%), pendapatan pajak daerah (52,46%), bantuan 

keuangan (38,25%), dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan (17,14%). 

Arah kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025, 

meliputi: 

a. Mengintensifkan penagihan pembayaran piutang pajak, selain tetap 

meningkatkan promosi pembayaran pajak, terutama pada Pajak Bumi dan 

Bangunan melalui kegiatan-kegiatan seperti undian berhadiah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

b. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi dengan 

penguatan Mall Pelayanan Publik termasuk MPP digital; 

c. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal 

penghitungan opsen pajak PKB dan BBNKB dan validitas data wajib pajak 

untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten; 

d. Melakukan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB melalui 

pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, 

melakukan sinergi pelayanan bersama antara pelayanan pembayaran PBB-

P2 dan pembayaran PKB, sosialisasi melalui media elektronik dan papan 

ruang untuk meningkatkan kesadaran pembayaran PKB dan BBNKB, dan 

pemberian apresiasi kepada desa yang taat dalam membayarkan PKB; 
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e. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan hiburan 

legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan retribusi; 

f. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif untuk 

meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan; 

g. Menata penerimaan retribusi melalui digitalisasi dan penerapan billing center 

untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan; 

h. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai penghasil 

retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil retribusi; 

i. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan 

menggiatkan penghapusan aset yang telah melewati waktu pakai; 

Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, terutama untuk 

penanganan banjir dan rob; dengan memperbaiki kualitas pelaporan dan 

pengusulan; 

j. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan 

mengupayakan pemenuhan passing grade kesehatan fiskal dan 

pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar 

pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi 

dan air minum; menjaga iklim inovasi sinergi kebijakan; serta pemenuhan 

indikator kesejahteraan masyarakat;  

k. Menguatkan kerjasama Pemerintah-Swasta untuk meningkatkan peran 

serta dunia usaha dalam partisipasi pembangunan melalui program-program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan 

l. Memperkuat kapasitas fiscal daerah, dengan peningkatan pendapatan dan 

kualitas belanja daerah, mendorong integrasi dan optimalisasi pendanaan 

dari berbagai sumber serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. 
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Diagram I.1 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel I.11 

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN 
ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025 * 
% 

PENDAPATAN - LRA 2.610.961.447.170,00 2.661.325.816.563,83 101,93 

 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) - LRA 
638.040.856.895,00 724.687.560.867,83 113,58 

 
 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 287.837.738.497,00 340.767.833.524,00 118,39 

 

 Pendapatan Retribusi Daerah - 

LRA 
307.438.169.398,00 329.599.739.265,83 107,21 

 

 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan - LRA 

33.959.699.000,00 38.477.679.571,00 113,30 

 
 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 8.805.250.000,00 15.842.308.507,00 179,92 

 
PENDAPATAN TRANSFER - 

LRA 
1.963.064.205.956,00 1.926.777.382.839,00 98,15 

 

 Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - LRA 
1.474.822.169.508,00 1.509.639.702.893,00 102,36 

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

 PENDAPATAN
TRANSFER

 LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG

SAH

Anggaran 638.040.856.895,00 1.963.064.205.956,0 9.856.384.319,00

Realisasi 724.687.560.867,83 1.926.777.382.839,0 9.860.872.857,00
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 Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - Lainnya - LRA 
282.893.766.000,00 221.984.381.524,00 78,47 

 

 Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya - LRA 
141.000.270.448,00 131.270.431.705,00 93,10 

 
 Bantuan Keuangan - LRA 64.348.000.000,00 63.882.866.717,00 99,28 

 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH - LRA 
9.856.384.319,00 9.860.872.857,00 100,05 

 
 Pendapatan Hibah - LRA 0,00 4.488.538,00 0,00  
 Pendapatan Lainnya - LRA 9.856.384.319,00 9.856.384.319,00 0,00 

*Unaudited 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran dalam satu 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. 

Belanja Daerah Kabupaten Demak selama 2022-2024 rata-rata meningkat 

3,50%. Meningkatnya belanja daerah terjadi pada komponen belanja pegawai, 

hal ini karena adanya penambahan ASN P3K pada tahun 2024. Selain itu, 

alokasi untuk belanja modal tanah serta belanja aset lainnya (belanja modal 

BLUD) juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, penurunan terjadi pada belanja 

bantuan sosial, belanja modal dan peralatan, Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan, dan belanja transfer.  

Penurunan yang paling menonjol di antara komponen belanja modal, 

terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Pada tahun 2022, 

Pemerintah Kabupaten Demak merealisasikan pembangunan berbagai sarana 

fisik, antara lain sport center, Mall Pelayanan Publik, satu unit gedung 

perkantoran, serta melakukan rehabilitasi terhadap enam pasar. Sementara itu, 

pada tahun 2023 kegiatan pembangunan gedung mengalami penurunan, yang 

ditandai dengan pembangunan dua unit pasar dan pelaksanaan rehabilitasi 

gedung. Sementara tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Demak telah 

membangun dua unit Gedung perkantoran, satu unit Gedung pelayanan 

kesehatan dan rehabilitasi gedung. 

Setelah mengalami penurunan sebesar 5,63% pada tahun 2023, belanja 

transfer pada tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan sebesar 5,19% 

dibandingkan tahun 2023. Belanja transfer merupakan bentuk pengeluaran 

Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya 

dan/atau Pemerintah Desa. Komponen belanja ini terdiri atas belanja bagi hasil 

dan belanja bantuan keuangan. Penyaluran belanja bagi hasil dilakukan 

berdasarkan perolehan pajak dan pendapatan daerah, sementara belanja 

bantuan keuangan pada umumnya dialokasikan untuk Pemerintah Desa. 

Belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata 6,82% per tahun. 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
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pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di dalam belanja 

operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sempat 

berkurang pada tahun 2021, tetapi naik kembali di tahun 2022, 2023 dan 2024 

karena adanya penambahan CPNS dan PPPK. Belanja pegawai merupakan 

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji dan tunjangan, 

tambahan penghasilan, serta insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

Pada tahun 2023 dan 2024, belanja hibah menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan, yang lebih banyak digunakan untuk pembiayaan 

pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pada tahun 2023, Pemerintah 

Kabupaten Demak mengalokasikan sebesar 40 persen dari NPHD atau setara 

dengan Rp18,8 miliar, yang disalurkan antara lain kepada KPU, Bawaslu, Polres, 

dan Kodim. Selanjutnya pada tahun 2024, sebesar Rp38 miliar belanja hibah 

dialokasikan kepada lembaga penyelenggara Pilkada 2024. Selain itu, belanja 

hibah juga diberikan kepada berbagai lembaga, seperti lembaga keagamaan, 

lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, organisasi olahraga daerah, serta 

lembaga atau organisasi lain yang peruntukannya telah ditetapkan secara 

khusus. 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga tidak digunakan pada tahun 2024. 

Secara rata-rata, proporsi belanja daerah selama 2022-2024 yaitu 

71,02% belanja operasi, 11,87% belanja modal, dan 17,11% belanja transfer. 

Belanja pegawai masih menempati porsi terbesar belanja daerah, yaitu sebesar 

36,99%. Proporsi belanja pegawai terhadap APBD sempat berkurang di angka 

35,74% pada tahun 2022. Porsi ini bertambah signifikan pada tahun 2023 dan 

2024 karena masuknya 523 PPPK tahun 2023 dan 436 PPPK tahun 2024, 

sehingga proporsi belanja pegawai naik kembali di angka 38,01% (2024). 

Adanya kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 8% juga menjadi salah satu faktor. 

Sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi belanja baru tercapai sebesar 

19,68%. Komponen dengan realisasi terbesar adalah belanja transfer yaitu 

31,64% yang terdiri dari bantuan keuangan umum dan khusus yang diberikan 

kepada desa, kemudian belanja pegawai mencapai 24,01% disusul belanja 

barang dan jasa sebesar 12,77%. Sementara itu, realisasi belanja lainnya masih 

di bawah 10%. Belanja yang bersumber dari DAK sebagian besar belum 

dilaksanakan karena menunggu perubahan juknis dari pemerintah pusat. 

Keseluruhan belanja akan didorong pelaksanaannya agar pembangunan dapat 

berjalan tepat waktu.  

Pada Perubahan RKPD 2025, proyeksi belanja naik 5,24% seiring 

dengan naiknya Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Kenaikan 



BAB I PENDAHULUAN 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025   I-42 
 

signifikan terjadi pada Belanja Modal sebesar 39,64%, disusul Belanja Operasi 

3,68% dan Belanja Transfer 0,22%. Belanja Tak Terduga berkurang 60% dari 

semula Rp5 miliar menjadi Rp2 miliar. 

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, belanja pegawai naik 1,69% atau 

sebesar Rp19,2 miliar yang sebagian besar berasal dari bertambahnya 

Tunjangan Profesi Guru. Dengan penambahan tersebut, proporsi belanja 

pegawai bertambah menjadi 41,85%. Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan 

guru sebesar Rp917,74 miliar atau setara 33,33%. 

Belanja barang dan jasa pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksi 

meningkat 7,15%. Salah satu penggunaan belanja barang dan jasa yaitu 

pembayaran iur jaminan kesehatan untuk mempertahankan universal health 

coverage (UHC) di atas 98%. Kabupaten Demak telah meraih UHC pada tahun 

2023 dan telah memberikan pula jaminan ketenagakerjaan kepada aparatur 

pemerintah desa dan pekerja rentan. 

Belanja hibah antara lain digunakan untuk hibah kepada lembaga 

keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga daerah 

dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. Pada RKPD 2025, belanja hibah menurun signifikan setidaknya 

Rp44 miliar setelah berakhirnya pilkada serentak tahun 2024 lalu. Total belanja 

hibah pada APBD 2025 yaitu sebesar Rp82,1 miliar, sementara pada Perubahan 

RKPD 2025 berkurang Rp420 juta. 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian 

bantuan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan untuk 

perlindungan risiko sosial. Belanja bantuan sosial pada RKPD 2025 dianggarkan 

sebesar Rp10,5 miliar, bertambah pada tahap APBD 2025 menjadi Rp12,18 

miliar dan diproyeksikan turun menjadi Rp11,76 miliar pada perubahan RKPD 

2025. 

Alokasi belanja modal pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan naik 

39,64% dari APBD 2025 (Pergeseran). Kenaikan terbesar ada pada komponen 

belanja modal peralatan dan mesin yang sebagian besar merupakan belanja alat 

peraga pendidikan, alat kesehatan, alat kelengkapan jalan, dan alat dan mesin 

perkantoran. 

Besaran belanja modal gedung dan bangunan pada Perubahan RKPD 

2025 juga diproyeksikan naik signifikan sebesar 69,76% dari APBD 2025 

(pergeseran). Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2025 berencana 

membangun dua unit gedung perkantoran, gedung pelayanan kesehatan, 

puskesmas pembantu, pembangunan pasar, rehabilitasi sarana pendidikan, 

olah raga serta pembangunan sejumlah ruang terbuka hijau. 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Perubahan RKPD 2025 

juga naik 28,78% seiring bertambahnya pembangunan dan rehabilitasi jalan 



BAB I PENDAHULUAN 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025   I-43 
 

kabupaten, prasarana dan sarana utilitas umum, jaringan irigasi dan jaringan 

kelengkapan jalan. 

Belanja modal aset tetap lainnya naik 100,56% pada Perubahan RKPD 

2025. Penambahan tersebut karena penambahan aset BOS, pengadaan buku, 

bahan bacaan, dan alat musik untuk pelestarian kesenian tradisional. Belanja 

modal aset lainnya turun 63,76%, menjadi Rp540 juta karena beralihnya 

kegiatan pengadaan software. 

Besaran belanja transfer tahun 2025 relatif sama dengan APBD. Alokasi 

dana desa yang masuk dalam belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai 

dengan PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah 

yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa yang menyebutkan ADD paling sedikit 

10% dari DAU dan DBH. 

DAU-SG pada tahun 2025 telah dipenuhi sesuai KMK Nomor 29 Tahun 

2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan Anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi 

belanja pendidikan sebesar paling rendah 20% dari total belanja daerah telah 

dipenuhi. Namun alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru dan belanja 

infrastruktur pelayanan publik belum dapat terpenuhi sebagaimana disebutkan 

dalam PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 

Pemotongan Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi belanja untuk 

pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dan alokasi 

belanja pengawasan belum dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-

undangan mengingat ruang fiskal yang sangat terbatas. Demikian pula pada 

pemenuhan pendanaan kelurahan yang belum dapat didanai sesuai ketentuan 

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Namun, 

Pemerintah Kabupaten Demak tetap berupaya meningkatkan anggaran 

mandatory spending secara bertahap sampai memenuhi ketentuan yang 

disyaratkan. 

Mempertimbangkan proyeksi Belanja Daerah yang telah disusun, maka 

arah kebijakan belanja daerah tahun 2025, yaitu: 

a. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan 

belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan 

belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan 

perundangan/mandatory spending (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dsb), SiLPA mengikat, kebutuhan belanja untuk 

mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja 

lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; 
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b. Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan membatasi belanja 

daerah untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, 

pencetakan, publikasi, dan seminar; mengurangi belanja perjalanan dinas 

sebesar 50%; serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target 

kinerja pelayanan publik; 

c. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik tetap dipenuhi sesuai ketentuan 

perundangan; 

d. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan 

peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan penyesuaian 

maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, perlu 

dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi keberlanjutan pegawai tidak 

tetap/honorer/non ASN; 

e. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan daya 

saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan tingkat 

kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak. 

Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menggunakan produk lokal, 

terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam daerah guna mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produksi. Belanja barang dan 

jasa harus mendasarkan prinsip selektif dan efisien, menghasilkan efek 

berganda pada sektor lainnya, dan berorientasi pelayanan; 

f. Belanja hibah digunakan antara lain untuk memenuhi keperluan Pemilihan 

Serentak, diberikan kepada lembaga/kelompok/partai politik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung 

prioritas Pembangunan; 

g. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan 

dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta mendukung program 

prioritas; 

h. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan 

dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, sosial, 

ketenteraman dan ketertiban, serta kebencanaan); belanja modal yang 

dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja modal untuk mendukung 

program prioritas Bupati; 

i. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila terjadi 

keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 

seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;  

j. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil 

pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan 

keuangan.  

k. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan 

pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan ekstrem. 
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Diagram I.2 

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025                          

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel I.12 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN 
ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025* 
% 

BELANJA 2.782.179.122.141,34 2.578.924.935.659,20 92,69 
        

BELANJA OPERASI 2.097.774.650.558,34 1.975.565.414.646,20 94,17  
 Belanja Pegawai 1.114.958.187.286,00 1.037.230.057.560,00 93,03  
 Belanja Barang dan Jasa 886.989.966.272,34 848.321.266.555,20 95,64 

 
 Belanja Hibah 82.965.510.000,00 78.218.668.531,00 94,28 

 
 Belanja Bantuan Sosial 12.860.987.000,00 11.795.422.000,00 91,71 

        

BELANJA MODAL 239.177.959.437,00 221.122.666.897,00 92,45 
 

 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00  

 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
90.180.705.927,00 79.211.657.041,00 87,84 

 

 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
46.825.637.409,00 42.369.633.602,00 90,48 

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

BELANJA
OPERASI

 BELANJA
MODAL

 BELANJA
TAK

TERDUGA

 BELANJA
TRANSFER

Anggaran 2.097.774.650. 239.177.959.43 1.541.000.000, 443.685.512.14

Realisasi 1.975.565.414. 221.122.666.89 339.610.000,00 381.897.244.11
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 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
90.271.142.307,00 87.752.972.060,00 97,21 

 

 Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
11.799.473.794,00 11.724.364.194,00 99,36 

 

 Belanja Modal Aset Lainnya 
                

101.000.000,00  
64.040.000,00 63,41 

        

BELANJA TAK TERDUGA 1.541.000.000,00 339.610.000,00 22,04 

    Belanja Tak Terduga 1.541.000.000,00 339.610.000,00 22,04 

BELANJA TRANSFER 443.685.512.146,00 381.897.244.116,00 86,07 
        

TRANSFER BAGI HASIL 

PENDAPATAN 
26.863.712.846,00 26.714.829.292,00 99,45 

 

 Transfer Bagi Hasil Pajak 

Daerah 
22.415.694.336,00 22.359.694.336,00 99,75 

 

 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnya 
4.448.018.510,00 4.355.134.956,00 97,91 

 
TRANSFER BANTUAN 

KEUANGAN 
416.821.799.300,00 355.182.414.824,00 85,21 

 

 Transfer Bantuan Keuangan ke 

Desa 
416.821.799.300,00 355.182.414.824,00 85,21 

*Unaudited 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan daerah mencakup 

seluruh transaksi berupa penerimaan yang wajib dibayar dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada 

tahun anggaran berikutnya. Secara prinsip, pembiayaan daerah digunakan 

untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus yang terjadi. 

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari berbagai pos, antara lain 

pencairan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pemanfaatan 

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 

pinjaman daerah, pengembalian pinjaman yang diberikan, serta penerimaan 

piutang daerah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Adapun 

pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, 

penyertaan modal atau investasi daerah yang ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah, pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo, serta pemberian 

pinjaman kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan perjanjian pinjaman 

yang berlaku. 

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun waktu 

2022-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Besaran SiLPA rata-rata turun 24,49% per 

tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2023, sebesar 42,52%. Hal ini salah 

satunya akibat diberlakukannya DAU spesifik. Pada APBD 2025, SiLPA 

dipasang Rp85,5 miliar dan diproyeksikan naik menjadi Rp171,2 miliar pada 

Perubahan RKPD 2025. 
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Kenaikan SiLPA lebih banyak disumbang dari SiLPA terikat, yaitu SiLPA 

yang telah ditentukan penggunaannya SiLPA terikat meliputi dana insentif fiskal, 

DAK Fisik dan DAK NonFisik, DBHCHT, DAU-SG, BOS, BOK dan BLUD. 

Dengan total SiLPA terikat sebesar Rp86,2 miliar dan SiLPA yang sudah 

dipasang kembali Rp82,5 miliar, maka SiLPA bebas yang dapat digunakan 

hanya sebesar Rp2,4 miliar. 

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran 

yang pada prinsipnya akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran 

berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selama ini, Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah di Kabupaten Demak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan 

penyertaan modal, yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2018. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak 

menurunkan nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp12 miliar dan kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp2 miliar. 

Selanjutnya, seiring dengan beratnya beban alokasi belanja dalam APBD Tahun 

2025, Pemerintah Kabupaten Demak tidak menganggarkan penyertaan modal 

pada tahun tersebut. 

Pada tahun 2025, arah kebijakan pembiayaan daerah disesuaikan 

dengan kondisi keseimbangan anggaran. Apabila terdapat indikasi terjadinya 

defisit anggaran, maka perlu diantisipasi melalui penetapan kebijakan yang 

berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya, 

apabila terdapat kecenderungan surplus anggaran, kebijakan pembiayaan 

diarahkan pada pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya pada 

pos penyertaan modal. 

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 meliputi: 

a. Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

(SILPA), maka penggunaannya akan disesuaikan pada Perubahan RKPD; 

dan 

b. Mengupayakan perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk 

akselerasi pembangunan. 
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Diagram I.3 

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

Adapun rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel I.13 

Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN 
ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025* 
% 

PEMBIAYAAN    

 PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 
171.217.674.971,34 171.256.472.096,34 100,02 

  Penggunaan SiLPA 171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 100,00 

  Penerimaan Kembali Piutang 0,00 38.797.125,00 0,00 

 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 
0,00 0,00 0,00 

  Penyertaan Modal/Investasi 

Pemerintah Daerah 
0,00 0,00 0,00 

*Unaudited 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 
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Realisasi 171.256.472.096,34 0,00
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1.3.8 Indikator Kinerja Makro 

Indikator kinerja makro merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengevaluasi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di suatu 

wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Indikator ini 

berperan penting bagi pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi, 

mengidentifikasi tantangan pembangunan, serta merumuskan strategi yang 

tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Indikator ini mencerminkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis data dari indikator kinerja 

makro, pemerintah dapat menentukan apakah suatu wilayah mengalami 

kemajuan, berada dalam kondisi stagnan, atau mengalami kemunduran dalam 

hal ekonomi dan sosial. 

Semakin tinggi kinerja indikator makro di suatu wilayah, semakin 

meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemantauan dan 

evaluasi indikator makro perlu dilakukan secara rutin guna memastikan 

pembangunan yang berkelanjutan dan merata. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Demak Tahun 

2025, terdapat beberapa indikator kinerja makro yang menunjukkan 

perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. 

Tabel I.14 

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Makro 

Capaian 

Kinerja Tahun 

2024 

Capaian 

Kinerja Tahun 

2025 

Laju Kinerja 

Tahun 2025 

1 Indeks Pembangunan Manusia 74,57 75,08 0,68 

2 Angka Kemiskinan 11,89 10,87 -8,58 

3 Angka Pengangguran 4,75 4,58 -3,58 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,12 6,99 0,37 

5 PDRB per kapita Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) 28,31 30,65 0,08 

6 Ketimpangan Pendapatan  

(Gini Ratio) 
0,314 0,277 -0,12 

 

Sumber: BPS Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak pada Tahun 2025 

adalah sebesar 75,08%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 74,57%. 

Capaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki laju kinerja sebesar 0,68% dari capaian 

kinerja Tahun 2023. Pada Tahun 2025 Kabupaten Demak berada di atas Provinsi 

Jawa Tengah sebesar 74,77% dan di bawah Nasional Tahun 2025 sebesar 
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75,90%. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan 

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 tersaji dalam tabel dan diagram berikut: 

Tabel I.15 

Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Indeks Pembangunan Manusia 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 75,90  

Provinsi Jawa Tengah 71,87 72,16 72,79 73,39 73,87 74,77 

Kabupaten Demak 72,22 72,57 73,36 74,07 74,57 75,08 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Diagram I.4 

Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

b. Angka Kemiskinan 

Angka Kemiskinan Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah sebesar 

10,87%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 11,89%. Angka 

kemiskinan Tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar -8,58% dari angka 

kemiskinan Tahun 2024. Pada Tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten 

Demak berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,39%. Pada Tingkat 

Nasional, sebesar 8,25%. 

Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak 

Tahun 2020-2025 tersaji dalam tabel dan diagram sebagai berikut:  
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nasional 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 75,90

Provinsi Jawa Tengah 71,87 72,16 72,8 73,39 73,87 74,77

Kabupaten Demak 72,22 72,57 73,36 74,07 74,57 75,08

Nasional Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak
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Tabel I.16 

Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah Nasional, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Angka Kemiskinan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 10,19 9,71 9,57 9,36  8,57 8,25 

Provinsi Jawa Tengah 11,41 11,79 10,93 10,77 10,47 9,39 

Kabupaten Demak 12,54 12,92 12,09 12,01 11,89 10,87 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

Diagram I.5 

Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah Nasional, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

c. Angka Pengangguran 

Angka Pengangguran Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah sebesar 

4,58%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 4,75%. Capaian kinerja 

Tahun 2025 ini memiliki laju kinerja sebesar -3,58% dari capaian kinerja Tahun 

2024. Pada Tahun 2025 Angka Pengangguran Kabupaten Demak berada di 

bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,66% dan Nasional sebesar 4,85%. 

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan 

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 tersaji dalam tabel dan diagram sebagai 

berikut: 
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Nasional 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57 8,25

Provinsi Jawa Tengah 11,41 11,25 10,98 10,77 9,58 9,39

Kabupaten Demak 12,54 12,92 12,09 12,01 11,89 10,87

Nasional Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak
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Tabel I.17 

Angka Pengangguran Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 4,85 

Provinsi Jawa 

Tengah 

6,48 5,95 5,57 5,13 4,78 4,66 

Kabupaten Demak 7,31 5,28 6,11 5,38 4,75 4,58 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Diagram I.6 

Angka Pengangguran Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

d. Pertumbuhan Ekonomi 

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah 

sebesar 6,99%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 5,12%. Capaian 

kinerja Tahun 2025 ini memiliki laju kinerja sebesar 36,52% dari capaian kinerja 

Tahun 2024. 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 tersaji dalam 

tabel dan diagram sebagai berikut: 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 4,85

Provinsi Jawa Tengah 6,48 5,95 5,57 5,13 4,78 4,66

Kabupaten Demak 7,31 5,28 6,11 5,38 4,75 4,58



BAB I PENDAHULUAN 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025   I-53 
 

Tabel I.18 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Pertumbuhan Ekonomi  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kabupaten Demak 5,36 -0,23 2,62 5,25 5,01 5,12 6,99 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Grafik I.7 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) 

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Demak Tahun 2025 sebesar Rp30,65 

juta per kapita, meningkat sebesar 8,27% dari tahun 2024. Secara komparatif, 

capaian ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 

Rp50,82 juta per kapita dan nasional sebesar Rp83,74 juta per kapita. 

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 tersaji dalam 

tabel dan diagram sebagai berikut: 

Tabel I.19 

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

PDRB Per Kapita ADHB 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 57,15 62,25 71,04 74,96 78,61 83,74 

Provinsi Jawa 

Tengah 

36,96 38,56 41,93 45,16 47,97 50,82 

Kabupaten Demak 26,54 27,65 24,64 26,62 28,31 30,65 

-0,23

2,62

5,25
5,01 5,12

6,99

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5



BAB I PENDAHULUAN 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025   I-54 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Grafik I.8 

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan 

yang sama. Sebaliknya, ketimpangan sempurna ditandai dengan nilai 1.  

Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

•  0,00 < G < 0,35 : pemerataan tinggi / ketimpangan rendah; 

• 0,35 < G < 0,50 : pemerataan / ketimpangan sedang; 

• G > 0,50  : pemerataan rendah / ketimpangan tinggi. 

Angka Indeks Gini Ratio Kabupaten Demak tahun 2025 yaitu 0,277 atau 

dalam kategori pemerataan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak cukup rendah sehingga 

pemerataan pembangunan sudah cukup terlihat. 

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 tersaji 

dalam tabel dan diagram sebagai berikut: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nasional 57,15 62,25 71,04 74,96 78,61 83,74

Provinsi Jawa Tengah 36,96 38,56 41,93 45,16 47,97 50,82

Kabupaten Demak 26,54 27,65 24,64 26,62 28,31 30,65
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Tabel I.20 

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Ketimpangan Pendapatan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

Kabupaten Demak –                               

Provinsi Jawa Tengah 

0,359 0,368 0,300 0,309 0,314 0,277 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tahun 2025 

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten 

Demak pada Tahun 2025 sebesar 0,277 lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 0,314 

memiliki laju kinerja sebesar -11,78%. 

 

Diagram I.10 

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2020-2025   

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Perekonomian Kabupaten Demak tahun 2025 menunjukkan kinerja yang 

cukup baik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp30,65 

juta, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 

signifikan menjadi 4,58%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan 

lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi pasca-bencana. 

Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak 

mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dalam kenaikan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang mencapai 75,08 pada tahun 2025 serta penurunan tingkat 

kemiskinan menjadi 10,87%. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ini 

menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah memberikan hasil yang 

positif bagi masyarakat. 

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 tidak 

terlepas dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dampaknya 

adalah peningkatan porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang 

dialokasikan ke daerah menjadi 3%, memberikan tambahan pendapatan bagi 

Kabupaten Demak. 

Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Demak masih bersumber 

dari Pendapatan Transfer, dengan kontribusi mencapai 75,19% terhadap total 

pendapatan daerah dalam APBD 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 75,13% berasal 

dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, yang menunjukkan tingginya ketergantungan 

Kabupaten Demak terhadap kebijakan fiskal nasional. Dengan kondisi ini, kebijakan 

keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya 

dalam hal Dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan fiskal nasional melalui dua 

strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi jangka 

pendek difokuskan pada penanganan berbagai tantangan ekonomi, termasuk 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, 

pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi. 

Pada tahun 2025, alokasi belanja APBN untuk TKD mencapai Rp919,9 

triliun, meningkat 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi Dana Bagi Hasil 

(DBH) juga mengalami peningkatan sebesar 14,94%. Kenaikan lainnya dapat dilihat 

pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat sebesar 4,43%, mencapai Rp446 

triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan 

sebesar -31,34%, dan sebaliknya DAK Nonfisik mengalami peningkatan sebesar 

9,65% dibandingkan tahun 2024. 

Sebagai tindak lanjut dari regulasi keuangan yang ditetapkan pemerintah 

pusat, Kabupaten Demak telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
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2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berlakunya perda ini 

berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan daerah dan memberikan dasar 

hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Demak 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah 

meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dengan strategi yang telah disusun, 

diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang lebih berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

2.1. PENDAPATAN DAERAH 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah mencakup seluruh 

penerimaan yang masuk ke rekening kas umum daerah dan tidak perlu 

dikembalikan. Penerimaan ini diakui sebagai penambah ekuitas daerah dan 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam periode 2022-2024, pendapatan daerah Kabupaten Demak 

menunjukkan tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,24% 

per tahun. Setelah mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024, 

pendapatan daerah menunjukkan penurunan sebesar -1,58% pada tahun 

2025. Penurunan ini didorong oleh adanya penurunan dari beberapa 

komponen pada pendapatan transfer yang turut mengalami penurunan 

sebesar -8,37% dari tahun 2024, terutama pada pendapatan transfer 

pemerintah daerah lainnya yang menurun sebesar -35,72%.   

Namun, tidak semua komponen pendapatan mengalami penurunan. 

Beberapa sumber pendapatan justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya Pendapatan Hibah yang 

mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 53,46% dengan peningkatan 

tertinggi pada komponen pendapatan lainnya yang meningkat sebesar 

1273,72%, serta Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 

21,82% dengan peningkatan tertinggi pada komponen pendapatan retribusi 

daerah sebesar 704,29%. 

Struktur pendapatan Kabupaten Demak hingga tahun 2025 masih 

sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar 

daerah. Pada tahun 2024, proporsi pendapatan transfer mencapai 77,76% 

dari total pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2025, angka ini sedikit 

menurun menjadi 72,40%, menandakan adanya sedikit peningkatan 

kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, kontribusi PAD terhadap total 
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pendapatan daerah mengalami kenaikan dari 22,00% pada tahun 2024 

menjadi 27,23% pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh 

lonjakan Retribusi Daerah yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten 

Demak terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan 

berbagai strategi, seperti meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi 

layanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk 

mendukung penerimaan,  

Dalam APBD 2025, berbagai komponen pendapatan daerah 

dioptimalkan guna mendukung peningkatan target penerimaan. Target 

pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,610 triliun, dengan upaya 

optimalisasi pada semua sumber pendapatan, baik PAD maupun dana 

transfer. Hingga 31 Desember 2025, target ini berhasil terlampaui, dengan 

realisasi pendapatan mencapai 101,93% dari target yang ditetapkan. 

Realisasi tertinggi dicapai oleh Pendapatan Asli Daerah, yang mencatatkan 

pencapaian sebesar 113,58% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini 

mencerminkan efektivitas strategi peningkatan pendapatan yang diterapkan 

oleh pemerintah daerah, baik dalam meningkatkan sumber-sumber 

penerimaan daerah maupun dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan 

retribusi. 

Total pendapatan daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 ditetapkan 

sebesar Rp2,59 triliun, kemudian mengalami perubahan target menjadi Rp2,61 

triliun. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan berhasil mencapai Rp2,66 

triliun, atau 101,93% dari target perubahan. Capaian ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan cukup baik dan berhasil 

melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, 

di mana total pendapatan daerah mencapai Rp2,70 triliun, terjadi penurunan  

karena alokasi pendapatan transfer ke daerah yang berkurang. 



 
 BAB II PENJABARAN APBD 

 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025 II-4 

 

Tabel II.1 

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 
Pendapatan 

Asli Daerah 
638.040.856.895 638.040.856.895 724.687.560.867,83 113,58 594.879.719.501,42 

2 
Pendapatan 

Transfer 
1.939.267.434.956 1.963.064.205.956 1.926.777.382.839 98,15 2.102.854.869.355 

3 

Lain - lain 

Pendapatan 

Daerah 

yang Sah 

9.856.384.319 9.856.384.319 9.860.872.857 100,05 6.425.600.246 

JUMLAH 2.587.164.676.170 2.610.961.447.170 2.661.325.816.563,83 101,93 2.704.160.189.102,42 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam 

keuangan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. 

Sebagai sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi lokal, PAD 

berperan signifikan dalam membiayai program pembangunan serta 

meningkatkan pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada dana 

transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola 

dan meningkatkan PAD mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal, kualitas tata 

kelola pemerintahan, serta perkembangan sektor ekonomi di wilayah tersebut. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Demak terus berupaya 

mengoptimalkan PAD melalui berbagai strategi, seperti peningkatan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset secara lebih efisien, 

serta inovasi dalam kebijakan pendapatan daerah. Upaya ini juga didukung 

oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pemanfaatan potensi ekonomi 

daerah yang lebih maksimal. Dengan meningkatnya PAD, Kabupaten Demak 

diharapkan memiliki kapasitas anggaran yang lebih fleksibel untuk menjalankan 

berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak pada tahun anggaran 

2025 menunjukkan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan data, target awal PAD untuk tahun 2025 sebesar Rp638,04 miliar 

dan pada perubahan tetap sama sebesar Rp638,04 miliar. Namun, realisasi 

PAD pada tahun tersebut justru mencapai Rp724,68 miliar atau 113,58% dari 

target yang telah disesuaikan. Capaian ini mencerminkan optimalisasi 

pendapatan daerah yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024, di mana 



 
 BAB II PENJABARAN APBD 

 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025 II-5 

 

realisasi PAD saat itu sebesar Rp594,88 miliar. Adapun rincian realisasi PAD 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel II.2 

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 Pajak Daerah 287.837.738.497 287.837.738.497 340.767.833.524 118,39 223.506.943.362 

2 Retribusi Daerah 307.438.169.398 307.438.169.398 329.599.739.265,83 107,21 40.980.185.098 

3 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah Yang 

Dipisahkan  

33.959.699.000 33.959.699.000 38.477.679.571 113,30 32.847.401.892 

4 

Lain-Lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

8.805.250.000 8.805.250.000 15.842.308.507 179,92 297.553.337.683,42 

Jumlah 638.040.856.895 638.040.856.895 724.687.560.867,83 113,58 594.887.868.035,42 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

a. Pendapatan Pajak Daerah, memberikan kontribusi terbesar terhadap 

PAD dengan realisasi sebesar Rp340,77 miliar atau 118,39% dari target 

perubahan yang ditetapkan sebesar Rp287,84 miliar. Angka ini juga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp223,51 miliar  

b. Hasil Retribusi Daerah, mengalami kenaikan dengan realisasi Rp329,60 

miliar atau 107,21% dari target perubahan yang ditetapkan sebesar 

Rp307,44 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2024, retribusi daerah 

meningkat cukup drastis dari Rp40,98 miliar. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencatatkan 

realisasi sebesar Rp38,48 miliar atau 113,30% dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp33,96 miliar. Angka ini juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 

2024 yang mencapai Rp32,85 miliar. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga memberikan 

kontribusi besar dengan realisasi sebesar Rp15,84 miliar atau 179,92% 

dari target perubahan sebesar Rp8,80 miliar. Angka ini menurun 

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 

Rp297,55 miliar. 

Secara keseluruhan, kinerja PAD Kabupaten Demak pada tahun 2025 

menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang cukup signifikan di hampir 
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semua komponen pendapatan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas 

kebijakan fiskal daerah, optimalisasi sumber pendapatan, serta kepatuhan 

wajib pajak yang semakin meningkat. 

2.1.2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer merupakan salah satu komponen utama dalam 

struktur pendapatan daerah yang berperan penting dalam membiayai 

pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan di Kabupaten Demak. 

Sumber pendapatan ini berasal dari alokasi dana yang diberikan oleh 

pemerintah pusat maupun transfer antar daerah, yang bertujuan untuk 

memperkuat kapasitas keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Pada tahun anggaran 2025, pendapatan transfer tetap menjadi sumber 

penerimaan terbesar bagi Kabupaten Demak. Optimalisasi penerimaan dari 

transfer pemerintah pusat maupun antar daerah menjadi bagian dari strategi 

pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tren realisasi pendapatan transfer 

yang terus meningkat, stabilitas fiskal daerah diharapkan semakin kuat, 

sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik. 

Berdasarkan data yang tersedia, target awal penerimaan dari 

pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp1,94 triliun. Setelah mengalami 

perubahan target menjadi Rp1,96 triliun, realisasi penerimaan mengalami 

sedikit penurunan dengan total Rp1,92 triliun atau mencapai 98,15% dari 

target perubahan. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi 

tahun 2024 yang sebesar Rp2,10 triliun.  

Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 tersaji pada 

Tabel II.3 

Tabel II.3 

TARGET DAN REALISASI PEMDAPATAN TRANSFER  

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah 

Pusat 

1.745.673.164.508 1.757.715.935.508 1.731.624.084.417 98,52 1.852.443.800.973 

2 

Pendapatan 

Transfer 

Antar 

Daerah 

193.594.270.448 205.348.270.448 195.153.298.422 95,04 250.411.068.382 

JUMLAH 1.939.267.434.956 1.963.064.205.956 1.926.777.382.839 98,15 2.102.854.869.355 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 
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a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar 

Rp1,73 triliun atau 98,52% dari target perubahan yang ditetapkan 

sebesar Rp1,76 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 

sebesar Rp1,85 triliun, terdapat penurunan yang cukup signifikan  

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 terealisasi 

sebesar Rp195,15 miliar atau 95,04% dari target perubahan yang 

ditetapkan sebesar Rp205,35 miliar. Realisasi ini mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp250,41 miliar. 

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu komponen 

sumber penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai pendapatan yang 

tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun 

pendapatan transfer. Komponen ini mencakup pendapatan hibah serta 

penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas 

fiskal daerah serta mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan 

dan pelayanan publik. Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Demak 

berupaya mengoptimalkan penerimaan dari kategori ini guna memastikan 

keberlanjutan program serta mengurangi ketergantungan terhadap dana 

transfer dari pemerintah pusat. 

Pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, target awal 

dan perubahan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp9,85 miliar, realisasi 

pendapatan dari komponen ini berhasil mencapai Rp9,86 miliar, atau 100,05% 

dari target perubahan, hal ini mencerminkan optimalisasi penerimaan dari 

sumber-sumber lainnya.  

Tabel II.4 

TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  

TA. 2025 DAN TA. 2024 

No URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 Pendapatan Hibah 0 0 4.488.538 0 5.708.106.446 

2 

Lain-lain Pendapatan 

Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

9.856.384.319 9.856.384.319 9.856.384.319 100 717.493.800 

JUMLAH 8.610.000.000 9.856.384.319 9.860.872.857 100 6.425.600.246 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

a. Pendapatan Hibah tidak ditargetkan pada Tahun 2025. Namun demikian, 

terdapat realisasi pendapatan hibah sebesar Rp4,48 juta. Jumlah tersebut 

mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi 
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tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,7 miliar. 

b. Lain-lain Pendapatan Yang Sah tidak ditetapkan target pada awal Tahun 

2024. Namun, pada Perubahan Anggaran ditetapkan target sebesar 

Rp9,86 miliar dan terealisasi sebesar Rp9,86 miliar atau mencapai 100% 

dari target. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang sebesar Rp717,49 juta 

2.2.  BELANJA DAERAH 

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran 

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh Daerah. Pada tahun 2025, secara umum belanja daerah 

mengalami penurunan dari tahun 2024. Belanja Daerah tahun 2025 turun 

menjadi Rp2,578 triliun dari semula Rp2,655 triliun (2024). Penurunan terjadi 

pada komponen belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga. 

Sebaliknya, penurunan terjadi pada komponen belanja modal dan belanja 

transfer. 

Di antara komponen belanja modal, terdapat beberapa komponen yang 

mengalami penurunan dari tahun 2024. Penurunan terbesar dapat terlihat 

pada komponen Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami 

penurunan yang signifikan sebesar Rp60,58 miliar. Dari realisasi sebesar 

Rp148,33 miliar pada tahun 2024 menurun menjadi Rp87,75 miliar pada tahun 

2025. Selain itu Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga mengalami 

penurunan signifikan sebesar Rp4,04 miliar dibandingkan Tahun 2024. Pada 

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Demak merealisasikan belanja sebesar 

Rp42,37 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang 

mencapai Rp46,41 miliar. Penurunan tersebut mencerminkan adanya 

penyesuaian kebijakan dalam alokasi anggaran, yang kemungkinan 

disebabkan oleh pergeseran prioritas pembangunan, peningkatan efisiensi 

penggunaan anggaran, serta telah selesainya sejumlah proyek strategis pada 

tahun sebelumnya. 

Belanja transfer mengalami penurunan realisasi pada tahun 2025 

sebesar Rp55,38 miliar dibandingkan pada tahun 2024. Belanja transfer 

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. 

Belanja bagi hasil diberikan sesuai perolehan pajak dan pendapatan daerah, 

sedangkan bantuan keuangan utamanya diberikan kepada Pemerintah Desa. 

Penurunan realisasi anggaran pada tahun 2025 dapat terlihat pada komponen 

transfer bantuan keuangan ke desa yang mengalami penurunan sebesar 

Rp59,21 miliar dari tahun 2024. 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di 

dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja 
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bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja 

pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji dan 

tunjangan, tambahan penghasilan, serta insentif pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah. Belanja pegawai sempat berkurang pada tahun 2021, 

tetapi naik kembali di tahun 2022 sampai dengan 2025 karena adanya 

penambahan alokasi belanja pegawai CPNS dan PPPK.  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga pada tahun 2025 

dialokasikan sebesar Rp1,54 miliar dan terealisasi Rp340 Juta. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Demak 

menetapkan target belanja daerah sebesar Rp2,76 triliun, yang kemudian 

mengalami perubahan menjadi Rp2,78 triliun. Dari target tersebut, realisasi 

belanja daerah mencapai Rp2,58 triliun atau 92,69% dari target perubahan.  

Tabel II.5 

TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %  

1 
Belanja 

Operasi 
2.085.296.629.558,34 2.097.774.650.558,34 1.975.565.414.646,20 94,17 1.938.674.244.470 

2 
Belanja 

Modal 
227.859.209.437 239.177.959.437 221.122.666.897 92,45 279.183.716.609 

3 

Belanja 

Tak 

Terduga 

1.541.000.000 1.541.000.000 339.610.000 22,04 0 

4 
Belanja 

Transfer 
443.685.512.146 443.685.512.146 381.897.244.116 86,07 437.275.974.752 

JUMLAH 2.758.382.351.141,34 2.782.179.122.141,34 2.578.924.935.659,20 92,69 2.655.133.935.831 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

2.2.1. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan salah satu komponen utama dalam struktur 

belanja daerah yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelayanan publik. Pengeluaran dalam kategori ini 

mencakup berbagai kebutuhan rutin yang bersifat operasional, seperti belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. 

Sebagai elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja 

operasi memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran fungsi 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas 
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realisasi belanja operasi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah 

mampu mengelola anggaran secara optimal, efisien, dan sesuai dengan 

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Demak 

mengalokasikan belanja operasi dengan mempertimbangkan kebutuhan 

layanan dasar serta kebijakan fiskal daerah. Analisis terhadap target dan 

realisasi belanja operasi menjadi indikator penting dalam menilai kinerja 

pengelolaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampaknya 

terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Target belanja operasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,08 triliun, 

yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp2,09 triliun. Realisasi 

belanja operasi pada tahun 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau 94,17% dari 

target perubahan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 

2024, realisasi belanja operasi mengalami peningkatan, di mana pada tahun 

sebelumnya hanya mencapai Rp1,94 triliun. 

Tabel II.6 

TARGET DAN REALISASI BELANJA OPERASI 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 
Belanja 

Pegawai 
1.109.329.034.286 1.114.958.187.286 1.037.230.057.560 93,03 1.009.311.372.825 

2 

Belanja 

Barang 

dan Jasa 

881.086.098.272,34 886.989.966.272,34 848.321.266.555,20 95,64 783.547.087.306 

3 
Belanja 

Hibah 
82.965.510.000 82.965.510.000 78.218.668.531 94,28 131.867.184.339 

4 

Belanja 

Bantuan 

Sosial 

11.915.987.000 12.860.987.000 11.795.422.000 91,71 13.948.600.000 

JUMLAH 2.085.296.629.558,34 2.097.774.650.558,34 1.975.565.414.646,20 92,69 1.938.674.244.470 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

a. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja operasi, 

dengan target perubahan sebesar Rp1,11 triliun dan realisasi mencapai 

Rp1,03 triliun atau 93,03% dari target perubahan. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi belanja pegawai dari 

Rp1,01 triliun. 

b. Belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan alokasi, dengan 

target perubahan sebesar Rp886,99 miliar dan realisasi sebesar 

Rp848,32 miliar atau 95,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, 

terjadi peningkatan signifikan dari Rp783,55 miliar. 
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c. Belanja Hibah memiliki target perubahan sebesar Rp82,96 miliar dan 

berhasil  terealisasi sebesar Rp78,21 miliar atau 94,28% mengalami 

penurunan dari realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp131,87 

miliar. 

d. Belanja Bantuan Sosial memiliki target perubahan sebesar Rp12,86 

miliar dan realisasi sebesar Rp11,79 miliar atau 91,71%. Meskipun 

realisasi ini cukup tinggi, namun jumlahnya menurun jika dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2024  yang mencapai Rp13,95 miliar. 

 

2.2.2. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran 

Pemerintah Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur serta pengadaan aset yang bersifat jangka 

panjang. Anggaran belanja modal dialokasikan untuk mendukung berbagai 

kebutuhan, seperti pembelian peralatan dan mesin, pembangunan gedung 

dan bangunan, serta pengembangan jalan, jaringan, dan irigasi. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan 

target belanja modal untuk mendukung berbagai proyek strategis guna 

meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat infrastruktur daerah. 

Realisasi belanja modal pada tahun ini mencerminkan efektivitas dalam 

pengelolaan anggaran, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik 

tetapi juga pada optimalisasi aset demi pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Total target belanja modal ditetapkan sebesar Rp227,86 miliar, kemudian 

mengalami perubahan menjadi Rp239,17 miliar. Dari target perubahan 

tersebut, realisasi belanja modal mencapai Rp221,12 miliar atau sekitar 

92,45% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 

2024, realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp58,06 miliar.  

Tabel II.7 

TARGET DAN REALISASI BELANJA MODAL 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

1 
Belanja Modal 

Tanah 
0 0 0 0 1.650.000.000 

2 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

88.361.955.927 90.180.705.927 79.211.657.041 87,84 75.084.342.345 

3 
Belanja Modal 

Gedung dan 
46.825.637.409 46.825.637.409 42.369.633.602 90,48 46.410.432.388 
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NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %   

Bangunan 

4 

Belanja Modal 

Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 

80.771.142.307 90.271.142.307 87.752.972.060 97,21 148.336.825.951 

5 

Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 

11.799.473.794 11.799.473.794 11.724.364.194 99,36 7.543.183.725 

6 
Belanja Modal 

Aset Lainnya 
101.000.000 101.000.000 64.040.000 63,41 158.932.200 

JUMLAH 227.859.209.437 239.177.959.437 221.122.666.897 92,45 279.183.716.609 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

a. Belanja Modal Tanah pada tahun 2025 tidak memiliki alokasi pada target 

awal dan perubahan, sedangkan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1,65 

miliar.  

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki target perubahan sebesar 

Rp90,18 miliar dengan realisasi Rp79,21 miliar atau 87,84%. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal ini mengalami 

penurunan dari Rp75,08 miliar. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. Dari target perubahan sebesar Rp46,82 miliar, realisasi 

mencapai Rp42,37 miliar atau 90,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2024, terjadi penurunan realisasi dari Rp46,41 miliar.  

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menjadi salah satu 

komponen terbesar dalam belanja modal, dengan target perubahan 

sebesar Rp90,27 miliar dan realisasi mencapai Rp87,75 miliar atau 

97,21%. Angka ini menurun dari realisasi tahun 2024 yang mencapai 

Rp148,34 miliar.  

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memiliki target perubahan sebesar 

Rp11,80 miliar dan realisasi Rp11,72 miliar atau 99,36%, hal ini 

menunjukkan hampir seluruh anggaran berhasil direalisasikan.  

f. Belanja Modal Aset Lainnya dari target perubahan Rp101 juta dengan 

realisasi Rp64,04 juta atau 63,41%, Angka ini menurun dari realisasi 

tahun 2024 yang mencapai Rp158,93 juta. 

2.2.3. Belanja Tak Terduga 

Belanja Tak Terduga merupakan salah satu komponen pengeluaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan 

untuk menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan yang tidak dapat 
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diprediksi sebelumnya. Penggunaan anggaran ini biasanya terkait dengan 

penanganan bencana alam, krisis kesehatan, keadaan darurat sosial, serta 

kejadian luar biasa lainnya yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah 

daerah. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Demak 

mengalokasikan Belanja Tak Terduga dengan mempertimbangkan berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi daerah. 

Anggaran ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan serta ketahanan 

pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang memerlukan tindakan 

segera. Dengan pengelolaan yang efektif dan transparan, belanja ini 

diharapkan dapat memberikan perlindungan serta solusi cepat bagi 

masyarakat yang terdampak oleh kejadian tak terduga. 

Belanja Tak Terduga juga mencerminkan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Demak dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah, baik 

dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Evaluasi terhadap 

realisasi belanja ini menjadi penting guna memastikan anggaran yang 

dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dan sesuai dengan 

kebutuhan yang mendesak. 

Belanja Tak Terduga Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 

dialokasikan sebesar Rp1,54 miliar dan pada target perubahan tetap sama 

yaitu sebesar Rp1,54 miliar. Realisasi Belanja Tak Terduga mencapai 

Rp339,61 juta, yang menunjukkan adanya penggunaan dana, meskipun 

dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah 

disediakan. 

Belanja Tak Terduga memiliki peran penting dalam APBD sebagai 

cadangan dana untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, seperti bencana 

alam atau keadaan darurat lainnya. Meskipun tidak digunakan pada tahun 

2024, keberadaan anggaran ini tetap krusial dalam menjaga kesiapsiagaan 

daerah dalam menghadapi kemungkinan risiko di masa mendatang. 

Tabel II.8 

TARGET DAN REALISASI BELANJA TAK TERDUGA 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 
TARGET TA. 

2025 

TARGET 

PERUBAHAN 

TA. 2025 

REALISASI  

TA. 2025 
TA. 

2024 

Rp %  

1 Belanja Tidak Terduga 1.541.000.000 1.541.000.000 339.610.000 22,04 0 

JUMLAH 1.541.000.000 1.541.000.000 339.610.000 22,04 0 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 
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2.2.4. Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan bagian dari pengeluaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Demak untuk mendukung pemerintahan desa serta membiayai 

program yang menjadi kewenangan daerah. Pengeluaran ini mencakup 

transfer ke desa, bantuan keuangan, serta bentuk transfer lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung 

pembangunan daerah. 

Melalui belanja transfer, pemerintah daerah berupaya memastikan 

distribusi anggaran dilakukan secara merata dan tepat sasaran guna 

mendukung operasional desa, pembangunan infrastruktur, serta program 

prioritas yang telah direncanakan. Keberhasilan belanja transfer sangat 

bergantung pada perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang 

transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten 

Demak. 

Dengan alokasi belanja transfer yang optimal, desa-desa diharapkan 

mampu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara 

berkelanjutan. 

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2025, total target 

belanja transfer awalnya diproyeksikan sebesar Rp443,68 miliar. Kemudian, 

pada target perubahan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp443,68 

miliar. Dari target perubahan tersebut, realisasi belanja transfer mencapai 

Rp381,90 miliar atau 86,07% dari target yang telah ditetapkan. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja transfer mengalami 

penurunan di mana pada tahun sebelumnya mencapai Rp 437,27 miliar. 

Tabel II.9 

TARGET DAN REALISASI BELANJA TRANSFER 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp % Rp 

1 
Belanja Bagi 

Hasil 
26.863.712.846 26.863.712.846 26.714.829.292 99,75 22.880.158.252 

2 
Belanja Bantuan 

Keuangan 
416.821.799.300 416.821.799.300 355.182.414.824 97,91 414.395.816.500 

JUMLAH 443.685.512.146 443.685.512.146 381.897.244.116 99,45 437.275.974.752 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

a. Belanja Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp26,86 miliar, dengan 

realisasi mencapai Rp26,71 miliar atau 99,75%. Angka ini menunjukkan 

sedikit kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 

Rp22,88 miliar. 
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b. Belanja Bantuan Keuangan diproyeksikan pada target perubahan 

sebesar Rp416,82 miliar, dengan realisasi mencapai Rp355,18 miliar atau 

85,21%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan  tahun 2024 yang tercatat 

sebesar Rp414,39 miliar. 

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH 

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya 

meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk 

memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari 

pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, penerimaan dana cadangan, 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman 

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah 

sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan 

antara lain dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan 

modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah 

kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. 

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun waktu 

2022-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Besaran SiLPA rata-rata turun 24,49% 

per tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2023, sebesar 42,52%. Hal ini 

salah satunya diakibatkan oleh pemberlakuan DAU spesifik. Pada APBD 2025, 

SiLPA dipasang diproyeksikan naik menjadi Rp171,21 miliar pada APBD 

Perubahan 2025. Kenaikan SiLPA lebih banyak disumbang dari SiLPA terikat, 

yaitu SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya. 

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan 

untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama ini hanya digunakan 

untuk penyertaan modal. Pada tahun 2025 tidak ada penyertaan modal yang 

dialokasikan. 

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2025, total target 

penerimaan pembiayaan daerah awalnya ditetapkan sebesar Rp171,21 miliar, 

dan tidak mengalam perubahan yaitu tetap Rp171,21 miliar. Realisasi 

penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp171,26 miliar atau 100,02% dari 

target perubahan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, 

realisasi penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan, di mana pada tahun 

sebelumnya mencapai Rp124,16 miliar. 
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Tabel II.10 

TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH 

TA. 2025 DAN TA. 2024 

NO URAIAN 

TARGET  
TARGET 

PERUBAHAN 
REALISASI  

TA. 2025 TA. 2025 TA. 2025 TA. 2024 

    Rp %  

1 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Daerah 

          

  

Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran 

Tahun 

Sebelumnya 

171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 100 124.164.026.490,92 

  

Penerimaan 

Kembali 

Pemberian 

Pinjaman 

Daerah 

0 0 38.797.125,00 0 19.246.675,00 

JUMLAH 171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 171.256.472.096,34 100,02 124.183.273.165,92 

2 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

Daerah 

          

  
a. Penyertaan 

Modal Daerah 
0 0 0 0 2.000.000.000 

JUMLAH 0 0 0 0 2.000.000.000 

TOTAL 

PEMBIAYAAN 

NETTO 

171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 171.256.472.096,34 100,02 122.183.273.165,92 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah  

Komponen utama dalam penerimaan pembiayaan daerah adalah Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang setelah 

perubahan ditargetkan sebesar Rp171,21 miliar dan berhasil direalisasikan 

sebesar Rp171,25 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan kembali 

pemberian pinjaman daerah sebesar Rp38,80 juta, meskipun target 

awalnya tidak ditetapkan untuk komponen ini. 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal daerah tidak 

ditetapkan target pada komponen ini, sehingga tidak terdapat realisasi. 

Dengan demikian, total pembiayaan netto tahun 2025 setelah perubahan 

mencapai Rp171,21 miliar, dengan realisasi sebesar Rp171,25 miliar atau 

100,02%. Angka ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan 
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daerah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan keseimbangan 

fiskal daerah. 

2.4. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) 

Berdasarkan data yang tersaji, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerah yang optimal. Anggaran awal untuk pembiayaan netto ditetapkan 

sebesar Rp171,21 miliar, sementara realisasinya mencapai Rp171,25 miliar 

atau sebesar 100,02% dari target yang telah direncanakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan daerah berjalan sesuai dengan 

perencanaan, bahkan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang 

cukup signifikan dalam SiLPA. Pada Tahun Anggaran 2024, nilai SiLPA tercatat 

sebesar Rp124,16 miliar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 meningkat 

menjadi Rp171,21 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan efisiensi dalam 

pengelolaan belanja serta optimalisasi penerimaan daerah, baik dari 

pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun sumber-sumber 

pendapatan lainnya yang sah. 

Peningkatan SiLPA ini memberikan beberapa implikasi positif terhadap 

keuangan daerah. Pertama, keberadaan SiLPA yang lebih tinggi dapat 

dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran pada tahun berjalan, sehingga 

stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Kedua, sisa anggaran ini dapat 

dialokasikan kembali dalam tahun anggaran berikutnya untuk membiayai 

program pembangunan strategis, baik dalam bentuk belanja modal, 

infrastruktur, maupun program kesejahteraan masyarakat lainnya. Ketiga, 

tingginya realisasi SiLPA juga mencerminkan efektivitas pengelolaan kas 

daerah dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dikelola 

dengan baik tanpa mengganggu likuiditas keuangan daerah. 

Dengan demikian, peningkatan SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 

menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangan 

secara efektif dan efisien. Namun, ke depannya perlu dilakukan evaluasi 

terhadap faktor-faktor yang menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup 

besar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat 

lebih optimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat secara lebih merata serta berkelanjutan.  
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BAB III 

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025, telah ditetapkan sejumlah 

ukuran atau indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja pemerintah 

daerah. Evaluasi ini dilakukan melalui penerapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat Kabupaten. Kedua indikator ini berperan dalam 

mengukur efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan dalam mencapai target 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui 

hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah oleh Kepala 

Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan 

pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan 

dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator 

program.  

IKU Pemerintah Kabupaten Demak sebagian besar merupakan indikator yang 

bersifat makro dan nilainya baru diketahui pada akhir tahun. Penyesuaian target telah 

dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait melalui Berita Acara Nomor 

050/0649 tanggal 27 April 2024 tentang Hasil Kesepakatan Perubahan Target Kinerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan 2025 Serta Indikator Utama 

Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah menjadi tolok ukur 

keberhasilan dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan 

oleh masing-masing perangkat daerah. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung 

jawab atas pencapaian IKU ini, sehingga perlu memastikan bahwa seluruh program 

dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

daerah secara menyeluruh. 

Selain sebagai alat ukur, IKU Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai 

penghubung antara dokumen perencanaan strategis daerah, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. Dengan keterkaitan ini, implementasi Renstra pada setiap 

perangkat daerah diharapkan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga 

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah 

(IKU Daerah) yang merupakan bagian dari RPJMD. 

Berdasarkan Berita Acara dan usulan perubahan target tersebut, indikator 

kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025 tersaji pada tabel 

berikut: 



 
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

LKPJ BUPATI DEMAK  AKHIR TA. 2025  III-2 

 

Tabel III.1 

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025 

No. 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Daerah 

Satuan 
Realisasi 

2024 

Target 2025 
Realisasi 

2025 

Capaian 

2025 

RPJMD RKPD-P   

1 
Indeks Reformasi 

Birokrasi 
Angka 85,9 74,99 87,0 n/a n/a 

2 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Daerah 

Angka 88,48 87 88,60 89,11 100,58 

3 Nilai SAKIP Daerah Angka 69,1 74,95 69,20 72,19 104,32 

4 
Indeks Persepsi 

Korupsi 
Angka 3,09 3,76 3,12 3,17 101,60 

5 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Angka 82,526 80 82,600 74,054 89,65 

6 IPM Angka 74,57 74,44 75,42 75,08 99,55 

7 Indeks Pendidikan Angka 0,647 0,658 0,667 0,648 97,11 

8 Indeks Kesehatan Angka 0,858 0,856 0,860 0,863 100,32 

9 
Indeks 

Pengeluaran 
Angka 0,746 0,733 0,748 0,757 101,26 

10 

IPG (Indeks 

Pembangunan 

Gender) 

Angka n/a 92,14 92,14 n/a n/a 

11 Emisi GRK 
Gg 

CO2eq 
1.470,37 1.354,64 1.380,00 1.497,07 91,52 

12 IKLH Angka 66,68 66,31 72,6 67,95 93,60 

13 
Indeks Risiko 

Bencana 
Angka 91,76 100,12 90,76 86,00 105,24 

14 LPE % 5,06 4,36-5,32 4,85-5,32 6,99 144,12 

15 

LPE kategori 

Industri 

Pengolahan 

% n/a 4,20-5,78 4,20-5,78 6,92 164,76 

16 

LPE Kategori 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

% n/a 1,30-2,30 1,4 9,53 680,71 
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No. 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Daerah 

Satuan 
Realisasi 

2024 

Target 2025 
Realisasi 

2025 

Capaian 

2025 

RPJMD RKPD-P   

17 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Investasi (PMTB) 

% n/a 5,515646837 7,11 7,92 111,39 

18 

Persentase 

peningkatan PAD 

Sektor Pariwisata 

% 8,96 17,5 17,5 17,93 102,46 

19 
Tingkat 

Kemiskinan 
% 11,89 9,62-11,76 

10,39-

11,64 
10,87 106,62 

20 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

% 4,75 6,18-7,04 4,40-5,30 4,58 113,58 

21 Indeks Gini Angka 0,31 9,62-11,76 
10,39-

11,64 
10,87 106,62 

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Demak Tahun 2025 (data per tanggal 5 Maret 2025) 

Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan 

untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan yang telah direncanakan. IKD berperan sebagai alat pengukur 

efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah 

serta dampaknya terhadap perkembangan daerah. Selain itu, IKD juga mencerminkan 

kondisi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian pembangunan di berbagai sektor 

seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya IKD, 

pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan serta melakukan perbaikan kebijakan guna meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

IKD menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan publik karena data 

yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam merancang kebijakan yang lebih 

terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, IKD juga berfungsi sebagai 

alat evaluasi dalam menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan, sehingga 

pemerintah daerah dapat mengukur manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. 

Kejelasan indikator ini juga mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintah 

dalam menyampaikan hasil kinerja mereka kepada publik, sehingga memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. 

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, IKD menjadi tolok 

ukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh 

karena itu, penetapan IKD harus dilakukan dengan prinsip yang terukur, realistis, dan 

relevan dengan kondisi daerah, sehingga hasil evaluasinya dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah daerah melakukan pemantauan 
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serta evaluasi IKD secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan program 

yang telah dijalankan berjalan efektif. Jika terjadi ketidaksesuaian antara target dan 

hasil yang dicapai, maka strategi pembangunan akan disesuaikan agar tetap selaras 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Tabel III.2 

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 

NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

1 LPE % 4,66-5,61 4,36-5,32 4,85-5,32 6,99 144,12 150,00 
Bapperid

a 

2 

LPE kategori 

Industri 

Pengolahan 

% 4,30-5,88 4,20-5,78 4,20-5,78 6,92 164,76 160,93 
Dinnakeri

nd 

3 

LPE Kategori 

Pertanian, 

Kehutanan 

dan Perikanan 

% 1,50-2,50 1,30-2,30 1,4 9,53 680,71 635,33 

Dinpertan 

Pangan, 

Dinlutkan 

4 

Persentase 

peningkatan 

PAD Sektor 

Pariwisata 

% 20 17,5 17,5 17,93 102,46 89,65 Dinparta 

5 
PDRB per 

Kapita 

(Rp.00

0.000) 
28,87 27,59 29,58 30,65 103,62 29,58 

Bapperid

a 

6 Indeks Gini Angka 
0,261-

0,289 

0,264-

0,292 

0,264-

0,292 
0,277 105,14 104,15 

Bapperid

a 

7 
Tingkat 

Kemiskinan 
% 

9,32-

11,40 

9,62-

11,76 

10,39-

11,64 
10,87 106,62 104,65 

Bapperid

a 

8 IPM Angka 74,9 74,44 75,42 75,08 99,55 100,24 
Bapperid

a 

9 

IPG (Indeks 

Pembangunan 

Gender) 

Angka 92,38 92,14 92,14 n/a n/a n/a 
Dinsos 

P2pa 

10 
Indeks 

Pendidikan 
Angka 0,664 0,658 0,667 0,648 97,11 97,55 Dindikbud 

11 
Indeks 

Kesehatan 
Angka 0,856 0,856 0,860 0,863 100,32 100,79 Dinkes 

12 
Indeks 

Pengeluaran 
Angka 0,739 0,733 0,748 

0,757 
101,26 102,49 

Dindagko

p Ukm 

13 
Harapan Lama 

Sekolah 
Tahun 14,17 14 14 13,37 95,50 94,35 Dindikbud 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 
Rata-rata 

Lama Sekolah 
Tahun 8,11 8,06 8,34 8,29 99,40 102,22 Dindikbud 

15 

Angka 

Harapan 

Hidup 

Tahun 75,66 75,62 75,91 76,08 100,22 100,56 Dinkes 

18 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) Daerah 

Angka 88 87 88,60 89,11 100,58 101,26 Setda 

19 

Persentase 

Angkatan 

Kerja yang 

Bekerja 

% 93,95 93,82 95,39 95,42 100,03 101,56 
Dinnakeri

nd 

20 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

% 6,05-6,89 6,18-7,04 4,40-5,30 4,58 113,58 133,53 
Dinnakeri

nd 

B. Aspek Pelayanan Umum 

B.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

Pendidikan   

1 

Persentase 

Sekolah  yang 

Terakreditasi 

minimal B 

% 61,71 61,21 83,5 84,14 100,77 136,35 Dindikbud 

   

1 

Angka 

Kematian Bayi 

(AKB) 

Angka 4,7 4,8 7,25 6,73 107,14 56,76 Dinkes 

2 

Angka 

Kematian Ibu 

(AKI) 

Angka 95 96 63,5 38,11 139,99 159,89 Dinkes 

3 

Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

primer dan 

rujukan 

terakreditasi 

minimal 

Madya 

% 93,1 93,1 100 100 100,00 107,41 Dinkes 

4 

Persentase 

Desa Siaga 

aktif mandiri 

% 47 46,5 100 100 100,00 212,77 Dinkes 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang   

1 

Persentase 

penduduk 

yang terlayani 

akses air 

minum dan 

sanitasi 

% 95,07 94,17 96,75 97,81 101,10 102,88 Dinputaru 

2 

Presentase 

rumah tangga 

yang terlayani 

akses air 

minum dan 

sanitasi 

% 95,04 94,15 96,15 97,59 101,50 102,68 Dinputaru 

3 

Rasio 

kemantapan 

jalan 

kabupaten 

Angka 1,69 1,68 1,68 1,68 100,00 99,41 Dinputaru 

4 
Rasio jaringan 

irigasi 
Angka 14,18 13,44 13,44 13,58 101,04 95,77 Dinputaru 

5 

Persentase 

drainase 

dalam kondisi 

baik 

% 97,52 94,72 94,72 87,846 92,74 90,08 Dinputaru 

Perumahan Dan Pemukiman   

1 

Persentase 

kawasan 

permukiman 

layak huni 

% 99,49 99,35 99,46 99,52 100,06 100,03 
Dinperki

m 

2 

Persentase 

penurunan 

kawasan 

kumuh 

% 54,52 41,73 51,78 57,51 111,07 105,48 
Dinperki

m 

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum   

1 

Persentase 

penegakan 

Perda dan 

Perkada 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 Satpol Pp 

2 

Persentase 

gangguan 

trantibum yang 

dapat 

diselesaikan 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 Satpol Pp 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Pertumbuhan 

Desa/Keluraha

n Tangguh 

Bencana 

% 86,36 72,73 72,73 90,91 125,00 105,27 Bpbd 

4 

Persentase 

desa/keluraha

n tangguh 

bencana 

% 48,81 45,24 45,24 50 110,52 102,44 Bpbd 

Sosial   

1 

Persentase 

korban 

bencana yang 

sudah pulih 

fungsi 

sosialnya 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 
Dinsos 

P2pa 

2 

Persentase 

PPKS yang 

mandiri 

% 1,5 1,08 1,96 3,19 162,76 212,67 
Dinsos 

P2pa 

3 

Persentase 

Penurunan 

PPKS 

% 9,62 9,38 9,38 9,82 104,69 102,08 
Dinsos 

P2pa 

B,2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja   

1 

Persentase 

pelaku usaha 

yang 

menerapkan 

UMR 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 
Dinnakeri

nd 

2 

Persentase 

pelaku usaha 

yang terdaftar 

BPJS 

Ketenagakerja

an 

% 75,49 74,4 92,65 95,22 102,77 126,13 
Dinnakeri

nd 

3 

Persentase 

tenaga kerja 

yang 

ditempatkan 

% 83,01 82,77 82,77 82,81 100,05 99,76 
Dinnakeri

nd 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak   

1 

Indeks 

Pemberdayaa

n Gender 

(IDG) 

Angka 70 68,5 68,79 n/a n/a n/a 
Dinsos 

P2pa 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Indeks 

Komposit 

Kesejahteraan 

Anak 

Angka 71,2 70,69 70,69 n/a n/a n/a 
Dinsos 

P2pa 

3 

Skor 

Kabupaten 

Layak Anak 

Angka 601-700 601 - 700 701-800 n/a n/a n/a 
Dinsos 

P2pa 

Pangan   

1 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

Angka 89,7 89,5 94,4 96,56 102,29 107,65 
Dinpertan 

Pangan 

2 

Persentase 

Peningkatan 

Ketersediaan 

Pangan 

% 0,4 0,4 2,32 6,33 272,84 1582,50 
Dinpertan 

Pangan 

Pertanahan   

1 

Persentase 

tanah Pemkab 

yang 

bersertifikat 

% 89,7 95,56 100 63,33 63,33 70,60 
Dinpertan 

Pangan 

Lingkungan Hidup   

1 
Indeks 

Kualitas Udara 
Angka 84,93 84,91 84,55 73,65 87,11 86,72 Dinlh 

2 

Persentase 

penurunan 

pencemaran 

udara 

% 0,02 0,02 0,02 0,02 100,00 100,00 Dinlh 

3 
Indeks 

Kualitas Air 
Angka 61,62 61,6 73,17 72,17 98,63 117,12 Dinlh 

4 

Persentase 

penurunan 

pencemaran 

air permukaan 

% 0,02 0,02 0,02 0,02 100,00 100,00 Dinlh 

5 

Indeks 

Tutupan 

Lahan 

Angka 40,05 40 49,52 50,15  101,27 125,22 Dinlh 

6 

Rasio Luas 

Tutupan 

Lahan 

Angka 18,62 18,57 21,97 22,25  101,27 119,50 Dinlh 

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil   
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Indeks 

Kualitas 

Pelayanan 

Pengurusan 

Dokumen 

Adminduk 

Angka 88,55 88,5 90,6 90,63 100,03 102,35 
Dindukca

pil 

2 

Persentase 

penduduk 

wajib KTP 

yang memiliki 

KTP elektronik 

% 95,5 95,4 98,8 98,44 99,64 103,08 
Dindukca

pil 

3 

Persentase 

penduduk 

yang memiliki 

akta catatan 

sipil 

% 80 79,5 99,7 99,75 100,05 124,69 
Dindukca

pil 

4 

Persentase 

instansi yang 

menyepakati 

dan 

memanfaatkan 

data 

kependudukan 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 
Dindukca

pil 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa   

1 
Persentase 

Desa Mandiri 
Angka 2,06 1,65 65,22 85,19 130,62 

4135,44 

 

Dinperma

des P2kb 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana   

1 
Total Fertility 

Rate (TFR) 
Angka 2,03 2,04 2,03 2,02 100,54 100,54 

Dinperma

des P2kb 

2 

Prevalensi 

peserta KB 

Aktif 

Angka 79,66 79,66 73,77 78,83 106,86 98,96 
Dinperma

des P2kb 

Perhubungan   

1 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Transportasi 

Angka 95,9 93,2 93,2 93,80 100,64 97,81 Dinhub 

2 

Kinerja lalu 

lintas 

kabupaten 

Angka 0,5 0,48 0,4 0,24 140,00 152,00 Dinhub 

Komunikasi Dan Informatika   
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Indeks SPBE Angka 3,3 3,3 3,98 4,09 102,76 123,94 
Dinkominf

o 

2 

Indeks 

Layanan 

SPBE 

Angka 3,2 3,2 4,55 4,51 99,12 140,94 
Dinkominf

o 

3 
Indeks tata 

kelola SPBE 
Angka 3,15 3,15 3,85 4,10 106,49 130,16 

Dinkominf

o 

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah   

1 

Persentase 

UMKM yang 

Naik Skala 

Usaha 

% 1,87 1,86 4,6 7,54 163,95 403,30 
Dindagko

p Ukm 

2 

Persentase 

Peningkatan 

Koperasi 

berkualitas 

% 4,9 4,12 4,12 4,19 101,66 85,48 
Dindagko

p Ukm 

3 

Persentase 

Peningkatan 

Omset UKM 

% 0,17 0,15 3,65 8,90 243,88 5236,32 
Dindagko

p Ukm 

Penanaman Modal   

1 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat  

terhadap 

Perizinan 

Penanaman 

Modal 

Angka 93 91 91,4 91,41 100,01 98,28 
Dinpm 

Ptsp 

2 

Rata - rata 

lama 

pengurusan 

perizinan 

berusaha 

hari 2 2 1 1 100,00 150,00 
Dinpm 

Ptsp 

3 

Jumlah 

realisasi 

proyek PMDN 

dan PMA 

proyek 2375 495 2.550 2.215 86,86 93,26 
Dinpm 

Ptsp 

4 

Persentase 

Peningkatan 

Investasi 

% 0,06 0,05 0,24 0,08 33,33 133,33 
Dinpm 

Ptsp 

Kepemudaan Dan Olahraga   
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Rasio prestasi 

olahraga di 

tingkat 

provinsi, 

nasional dan 

internasional 

terhadap 

nomor 

kejuaraan 

yang diikuti 

Angka 38 36 49 49,6 101,22 130,53 Dinpora 

2 

Tingkat 

partisipasi 

pemuda dalam 

kegiatan 

ekonomi 

mandiri 

% 26,14 26,12 26,7 26,73 100,11 102,26 Dinpora 

3 

Pertumbuhan 

wirausaha 

muda 

% 14,5 14,2 17 17,1 100,59 117,93 Dinpora 

4 

Tingkat 

partisipasi 

pemuda dalam 

organisasi 

kepemudaan 

dan organisasi 

sosial 

kemasyarakat

an 

% 30 29,2 30,5 30,52 100,07 101,73 Dinpora 

5 

Persentase 

peningkatan 

partisipasi 

pemuda dalam 

organisasi  

kepemudaan 

% 32 30,8 33,5 33,50 100,00 104,69 Dinpora 

Statistik   

1 

Tingkat 

ketersediaan 

sistem data 

dan statistik 

yang 

terintegrasi 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 
Dinkominf

o 

Persandian   

1 

Indeks 

Keamanan 

Informasi 

Angka 3 2,7 3 3 100,00 100,00 
Dinkominf

o 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kebudayaan   

1 

Persentase 

peningkatan 

pelestarian 

warisan 

budaya 

% 100 80 55,56 80 143,99 80,00 Dindikbud 

Perpustakaan   

1 

Indeks 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

Angka 79 75 75 9,42 12,56 11,92 
Dinperpu

sar 

2 

Nilai Tingkat 

Kegemaran 

Membaca 

Masyarakat 

Angka 70 68,00 75,5 58,89 78,00 84,13 
Dinperpu

sar 

Kearsipan   

1 

Nilai Hasil 

Pengawasan 

Kearsipan 

Angka 87 86,0 86 88,88 103,35 102,16 
Dinperpu

sar 

2 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

menerapkan 

arsip secara 

baku 

% 89,2 89,1 100 100 100,00 112,11 
Dinperpu

sar 

B.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 

Kelautan Dan Perikanan   

1 

LPE 

Subkategori 

Perikanan 

% 4,93 4,92 5,67 n/a n/a n/a Dinlutkan 

2 

Peningkatan 

Omset UKM 

Pengolahan 

hasil 

perikanan 

% 9 8,6 8,8 8,90 101,14 98,89 Dinlutkan 

3 

Total Produksi 

Perikanan 

Tangkap dan 

Budidaya 

Ton 280.599 58.739 61.035 61.140 100,17 21,79 Dinlutkan 

Pariwisata   
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Pertumbuhan 

PAD sektor 

pariwisata 

% 20 92,14 92,14 n/a n/a n/a Dinparta 

2 

Pertumbuhan 

kunjungan 

wisatawan 

% 27,5 25 41 41,02 100,05 149,16 Dinparta 

Pertanian   

1 

LPE 

subkategori 

pertanian, 

peternakan, 

perburuan dan 

jasa pertanian 

% 1,45 1,4 1,4 n/a n/a n/a 
Dinpertan 

Pangan 

2 

Persentase 

peningkatan 

rata-rata 

produksi 

pertanian, 

perkebunan 

dan 

peternakan 

% 1,24 1,06 4,19 -9,5 -226,73 -766,13 
Dinpertan 

Pangan 

Perdagangan   

1 

Persentase 

harga bahan 

kebutuhan 

pokok yang 

terkendali 

% 84 82 96,75 96,77 100,02 115,20 
Dindagko

p Ukm 

2 

Pertumbuhan 

nilai ekspor 

perdagangan 

% 0,07 0,06 0,23 0,24 102,54 336,92 
Dindagko

p Ukm 

Industri   

1 

Persentase 

Pertumbuhan 

Industri Kecil 

Menengah 

(IKM) 

% 1,42 1,38 1,42 1,42 100,00 100,00 
Dinnakeri

nd 

2 

Persentase 

Industri Kecil 

dan Menengah 

yang aktif 

% 90 88 88 88,01 100,01 97,79 
Dinnakeri

nd 

Transmigrasi   
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Jumlah calon 

transmigran 

yang terdaftar 

KK 25      
Dinnakeri

nd 

B.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

Sekretariat Daerah   

1 Nilai LPPD Angka 3,5098 3,5096 3,5096 n/a n/a n/a Setda 

2 

Persentase 

pelaksanaan 

urusan 

pemerintahan 

dan 

kesejahteraan 

rakyat yang 

memiliki 

kategori nilai 

tinggi 

% 67,84 67,83 75 n/a n/a n/a Setda 

3 

Persentase 

pelaksanaan 

urusan 

perekonomian 

dan 

pembangunan 

yang memiliki 

kategori nilai 

tinggi 

% 46,2 46,19 62 n/a n/a n/a Setda 

Sekretariat Dprd   

1 

Indeks 

Kepuasan 

Anggota 

DPRD atas 

Pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Angka 84,5 84,4 86,4 86,46 100,07 102,32 Set Dprd 

B.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Perencanaan   

1 

Indeks 

Perencanaan 

Pembangunan 

Angka 88 85 88,0 88 100,00 100,00 
Bapperid

a 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Persentase 

tindak lanjut 

rekomendasi 

hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

capaian 

kinerja daerah 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 
Bapperid

a 

Keuangan   

1 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP 100,00 100,00 Bpkpad 

2 
Derajat 

Otonomi Fiskal 
Angka 17,75 17,65 23 27,17 118,13 153,07 Bpkpad 

3 

Persentase 

tata kelola 

keuangan 

pemerintah 

daerah sesuai 

kaidah 

perundangan 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 Bpkpad 

4 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Mampu 

Mengelola 

Aset Dengan 

Baik 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 Bpkpad 

Kepegawaian   

1 

Indeks 

kepuasan ASN 

terhadap 

layanan 

kepegawaian 

Angka 88 87 90,6 90,63 100,03 102,99 Bkpsdm 

2 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Angka 80 78 83,1 83,17 100,08 103,96 Bkpsdm 

Pendidikan Dan Pelatihan   

1 

Persentase 

jabatan ASN 

yang sesuai 

dengan 

kompetensiny

a 

% 80 80 100 100,00 100,00 125,00 Bkpsdm 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Rasio 

pelanggaran 

disiplin ASN 

Angka 0,43 0,57 0,77 0,66 114,29 46,51 Bkpsdm 

Penelitian Dan Pengembangan   

1 
Indeks Inovasi 

Daerah 
Angka 50,5 50,2 56,39 54,89 97,34 108,69 

Bappeda 

Litbang 

2 

Persentase 

komponen 

inovasi daerah 

yang 

mencapai 

target 

% 100 80 80 85,00 106,25 85,00 
Bappeda 

Litbang 

B.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Inspektorat Daerah   

1 
Indeks 

Integritas 
Angka 85 83,5 78 79,46 101,87 93,48 

Inspektor

at Daerah 

2 

Level 

Kapabilitas 

APIP 

Angka 3 3 3,01 n/a n/a n/a 
Inspektor

at Daerah 

3 
Level 

Maturitas SPIP 
Angka 3,5 3,35 3,07 2,988 97,33 85,37 

Inspektor

at Daerah 

B.7 Unsur Kewilayahan 

Kecamatan   

1 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 84,21 84,15 84,15 84,21 100,07 100,00 

Kec. 

Mrangge

n 

2 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 84,01 83,95 94,95 94,94 99,99 113,01 

Kec. 

Karanga

wen 

3 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 81,18 81,98 83,5 83,88 100,46 103,33 
Kec. 

Guntur 

4 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 83,5 83 90 91,19 101,32 109,21 
Kec. 

Sayung 

5 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 86,43 85,43 91,66 91,66 100,00 106,05 

Kec. 

Karangte

ngah 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 88 87 87 87 100,00 98,86 

Kec. 

Wonosala

m 

7 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 85 84 84,2 85,13 101,10 100,15 
Kec. 

Dempet 

8 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 85,79 84,79 84,79 84,82 100,04 98,87 
Kec. 

Gajah 

9 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 86,59 86,09 87,89 88,19 100,34 101,85 

Kec. 

Karangan

yar 

10 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 89,01 88,89 88,89 88,94 100,06 99,92 
Kec. 

Mijen 

11 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 91 91 91 91,05 100,05 100,05 
Kec. 

Demak 

12 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 93 92 92 92,04 100,04 98,97 
Kec. 

Bonang 

13 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 75,74 74,9 88,6 88,75 100,17 117,18 
Kec. 

Wedung 

14 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 84,33 83,33 84,6 84,76 100,19 100,51 

Kec. 

Kebonag

ung 

15 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 74,56 74,2 74,2 71,51 96,37 95,91 

Kec. 

Mrangge

n 

16 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 69,87 69,32 69,32 70,1 101,13 100,33 

Kec. 

Karanga

wen 

17 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 69,87 69,32 71 70,11 98,75 100,34 
Kec. 

Guntur 

18 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 73 72 70 66,5 95,00 91,10 
Kec. 

Sayung 

19 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 77,84 76,54 76,54 76,05 99,36 97,70 

Kec. 

Karangte

ngah 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 74 73 73 67,6 92,60 91,35 

Kec. 

Wonosala

m 

21 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 70 69 68,25 68,2 99,93 97,43 
Kec. 

Dempet 

22 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 72,55 71,55 72 71,85 99,79 99,04 
Kec. 

Gajah 

23 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 73,5 72,55 72 69,8 96,94 94,97 

Kec. 

Karangan

yar 

24 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 80,01 79,5 77,01 75,75 98,36 94,68 
Kec. 

Mijen 

25 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 80 80 75 72,75 97,00 90,94 
Kec. 

Demak 

26 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 80 79 76,16 74,25 97,49 92,81 
Kec. 

Bonang 

27 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 77 76 76 74,6 98,16 96,88 
Kec. 

Wedung 

28 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Angka 74 73,5 73,5 69,65 94,76 94,12 

Kec. 

Kebonag

ung 

B.8 Unsur Pemerintahan Umum 

Kesatuan Bangsa Dan Politik   

1 

Kasus konflik  

antar/intra 

umat 

beragama 

kejadia

n 
0 0 0 0 100,00 100,00 

Badan 

Kesbang

pol 

2 

Persentase 

Masyarakat 

yang paham 

terhadap 

politik 

% 81,68 79,68 79,68 79,69 100,01 97,56 

Badan 

Kesbang

pol 

3 

Persentase 

Masyarakat 

yang paham 

terhadap 

% 86 84,2 84,2 84,2 100,00 97,91 

Badan 

Kesbang

pol 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kesatuan 

Bangsa 

C. Aspek Daya Saing Daerah 

1 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Angka 76,99 74,99 87,0 n/a n/a n/a Setda 

2 
Nilai SAKIP 

Daerah 
Angka 76,95 74,95 69,20 72,19 104,32 93,81 Setda 

3 

Indeks 

Persepsi 

Korupsi 

Angka 3,77 3,76 3,12 3,17 101,60 84,08 
Inspektor

at Daerah 

4 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Angka 82,5 80 82,600 74,054 89,65 89,76 
Bappeda 

Litbang 

5 

Persentase 

kejadian 

gangguan 

trantibum 

linmas yang 

diselesaikan 

% 100 100 100 100 100,00 100,00 Satpol Pp 

6 

Angka 

Kejadian 

Konflik Sosial 

kejadia

n 
0 0 0 0 100,00 100,00 

Badan 

Kesbang

pol 

7 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Investasi 

(PMTB) 

% 5,65 
5,515646

837 
7,11 7,92 111,39 140,18 

Dinpmpts

p 

8 

Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 

Luar Negeri 

% 0,06 0,05 0,23 0,24 102,54 393,07 
Dindagko

p Ukm 

9 

Pengeluaran 

per Kapita 

yang 

Disesuaikan 

(PPP) 

Rp. 000 11,315 11.093 11.646 12.014 103,16 106,18 
Dindagko

p Ukm 

10 

Tingkat 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

juta/ 

orang 
48,8 

48,36344

113 
33,29 n/a n/a n/a 

Dinnakeri

nd 
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NO 

Aspek/Bidang 

Urusan/Indika

tor 

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 2025 Tingkat 

Capaian 

s/d 

kondisi 

akhir 

RPJMD 

PD 

Penangg

ung 

Jawab RPJMD 
Target 

RKPD-P 

 

Realisas

i  

 Capaian 

s/d 

Triwulan 

IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Cakupan 

aksesibilitas 

antar wilayah 

% 81,53 
79,74375

629 
100 99,14 99,14 121,60 Dinputaru 

12 
Indeks Desa 

Membangun 
Angka 0,75 0,738 19,34 29,22 151,09 3896,00 

Dinperma

des P2kb 

13 

Ketaatan 

terhadap 

RTRW 

% 62,7 62,55 62,55 62,72 100,27 100,03 Dinputaru 

14 Emisi GRK 
Gg 

CO2eq 
1.354,56 1.354,64 1.380,00 1.497,07 91,52 110,52 Dinlh 

15 IKLH Angka 66,34 66,31 72,6 67,95 93,60 102,43 Dinlh 

16 
Indeks Risiko 

Bencana 
Angka 99,01 100,12 90,76 86,00 105,24 113,14 Bpbd 

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak Tahun 2025 (Data per tanggal 5 Maret 2025) 
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3.1 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

3.1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

 

1. URUSAN PENDIDIKAN  

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan 

yang berperan sebagai investasi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pendidikan termasuk dalam urusan 

wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna menjamin 

terpenuhinya hak dasar masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu prioritas utama pada 

tahun 2025. 

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada peningkatan 

kualitas SDM dengan mengacu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah 

Pemerataan dan Perluasan Akses, yang bertujuan untuk memastikan seluruh 

masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan 

pendidikan berkualitas. Pilar kedua adalah Peningkatan Mutu, Relevansi, dan 

Daya Saing, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan agar mampu 

menjawab tantangan global serta menciptakan SDM yang kompetitif di berbagai 

sektor. Sementara itu, pilar ketiga adalah Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, 

dan Citra Publik, yang menitikberatkan pada perbaikan sistem manajemen 

pendidikan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan pendidikan.  

Pendidikan merupakan urusan pemerintah yang unik, karena menyangkut 

budaya, persepsi masyarakat, ekonomi, sosial, keyakinan dan religi serta akses 

dalam menempuh pendidikan. Budaya masyarakat yang kurang perduli pada 

pendidikan anak, khususnya pendidikan anak usia dini, menjadikan capaian 

Angka Partisipasi Murni jenjang usia 0 – 6 tahun cukup rendah. 

 Demikian pula pada anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, cukup dipengaruhi oleh masalah ekonomi, 

persepsi masyarakat, budaya dan hubungan sosial. Penyelenggaraan 

Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan sering terkendala masalah tersebut, meskipun bantuan 

pendidikan baik berupa pemberian beasiswa daerah maupun bantuan 

perlengkapan sekolah telah diberikan, faktor ekonomi akan mengalahkan 

keberlanjutan pendidikan. Ketika anak sudah menjalani sebagian pendidikan non 

formal/kesetaraan akan terhenti manakala mereka memperoleh pekerjaan.  

Demikian pula hubungan social yang terjalin pada anak-anak jalanan. 

Pendidikan mereka akan terputus oleh persepsi kebebasan pergaulan di 

lingkungan social anak jalanan. 
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a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian 

Kinerja 

Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, yaitu 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program 

Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

Urusan Rutin setiap perangkat daerah pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program 

yaitu  Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten /Kota. Alokasi anggaran Rp.625.596.609.871,- dengan 

realisasi pelaksanaan program sebesar Rp.593.670.462.490,- atau 

mencapai 94,90%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja sebagai 

berikut : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 90% terealisasi 

93,65% atau mencapai 104,05%; 2) Persentase keluhan masyarakat 

yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 

100%; 3) Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak dengan target 83,69% terealisasi 80,90% atau 

mencapai 98,51%; 4) Persentase indikator kinerja sasaran strategis 

Perangkat Daerah yang mencapai target dengan target 90% terealisasi 

93,65% atau mencapai 104,05%.  

Program ini dilakukan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1) 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Administrasi Barang 

Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 4) Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6) 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan 8) 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 
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2. Program Pengelolaan Pendidikan 

Alokasi anggaran Rp 203.569.730.060,- dengan realisasi 

pelaksanaan program sebesar Rp. 198.637.364.063,- atau mencapai 

97,58%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut : 1) 

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 

dalam PAUD dengan target 100% terealisasi 80,19% atau mencapai 

80,19%; 2) Tingkat partisipasi  warga negara usia 7-12  tahun yang  

berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dengan target 100% terealisasi 

99,98% atau mencapai 99,98%; 3) Tingkat partisipasi  warga negara usia 

13-15  tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 

dengan target 100% terealisasi 98,24% atau mencapai 98,24%; 4) 

Tingkat partisipasi  warga negara  usia 7-18  tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi 

dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% terealisasi 18,77% 

atau mencapai 18,77%.  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi target yang 

dicapai pada tahun 2025 untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan masih 

sangat rendah, hal ini disebabkan karena 1) kesadaran orang tua dalam 

menyekolahkan anak belum optimal; 2) masih terdapat anak tidak 

sekolah (ATS); 3) Peserta Didik Kesetaraan yang memasuki usia kerja 

akan putus sekolah jika mendapatkan pekerjaan; dan 4) kondisi ekonomi 

orang tua yang kurang mampu. 

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa 

mendatang adalah : 1) melanjutkan Program Pemberian Beasiswa 

Miskin kepada siswa dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu. 

Beasiswa ini diberikan untuk mencegah siswa putus sekolah (BASIMDA) 

dan Beasiswa mengajak anak usia sekolah yang tidak sekolah untuk 

bersekolah Kembali (Beasiswa Ayo Sekolah Kembali); 2) 

mengoptimalkan kerjsa sama dengan desa dalam melakukan pendataan 

anak tidak sekolah; 3) mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan 

dalam melayani pendidikan anak usia dini yang tidak sekolah/yang tidak 

mau sekolah, di sekolah formal; 4) bekerja sama dengan Kantor 

Kemenag Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan 

muadalah bagi pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah formal/ 

tidak membolehkan santrinya tidak bersekolah formal  dan 5) 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan di berbagai 

jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP maupun Pendidikan non kesetaraan;   

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan yaitu 

dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka 

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang berpengaruh pada peningkatan 

Indeks Pendidikan setiap tahunnya yang merupakan pembentuk dari 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
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3. Program Pengembangan Kurikulum 

Alokasi anggaran Rp. 460.000.000,- dengan realisasi Rp. 

326.845.850,- atau mencapai 71,05 %. Program ini mulai dilaksanakan 

pada tahun 2023 dengan indikator kinerja Persentase sekolah yang 

menerapkan muatan lokal daerah. Target capaian kinerja 100% dengan 

realisasi 94%. 

Program Pengembangan Kurikulum tidak terdapat permasalahan, 

meskipun pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal tidak dilaksanakan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 80.000.000. Hal ini karena dilakukan efisiensi 

dengan menggunakan kurikulum tahun sebelumnya. 

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Alokasi anggaran Rp.160.000.000 - dengan realisasi 

Rp.77.665.000,- atau mencapai 48,54%. Program ini mulai dilaksanakan 

pada tahun 2023 dengan indikator kinerja Persentase sekolah yang 

menerapkan muatan lokal daerah. Target capaian kinerja 100% dengan 

realisasi 94%. 

Belum tercapainya target capaian kinerja tahun 2025 disebabkan 

karena 1) pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sepenuhnya 

ditanggung oleh Pusat, Kabupaten/ Kota hanya mendorong guru di 

wilayahnya untuk mengikuti proses seleksi Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) dan 2) Guru Mapel PAI sesuai kewenangan, untuk pelaksanaan 

PPG nya menjadi kewenangan dari Kantor Kementerian Agama.  

Dalam pelaksanaan seleksi Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) dijumpai ada beberapa permasalahan / hambatan diantaranya 

adalah 1) pelaksanaan seleksi Calon Peserta PPG dilakukan secara 

daring sehingga ada beberapa guru yang saat pelaksanaan terkendala 

dengan signal dan 2) Anggaran pelaksaan PPG Guru Mapel PA pada 

Kantor Kementerian Agama terbatas, sehingga Kabupaten/ Kota 

diharapkan dapat memberikan fasilitas berupa biaya pelaksanaan. 

Strategi yang digunakan untuk mengurangi hambatan dimasa 

mendatang adalah 1) Mendorong guru untuk mengikuti seleksi Calon 

Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan 2) Memberikan Fasilitasi 

biaya pelaksanaan PPG bagi Guru Mapel PAI. 

Manfaat Penyelenggaraan Program Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yaitu meningkatkan persentase    tenaga    pendidik  yang 

tersertifikasi atau meningkatkan kualitas pendidik di Kabupaten Demak. 

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan 

Kegiatan yang mendukung Program Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota  ada 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1) 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2) 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Adminidtrasi Barang Milik 
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Daerah pada Perangkat Daerah; 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6) Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 7) Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan 8) Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran Rp.44.325.500,- dengan realisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar Rp.41.996.050,- atau mencapai 94,74%. Terdapat sisa 

anggaran yang tidak terealisasi merupakan hasil proses tawar menawar 

dengan penyedia barang/jasa. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja 

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja  

dengan realisasi 9 dokumen dari target 9 dokumen sehingga capaiannya 

sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu 

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan 2. Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran Rp.621.473.791.856,- dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.589.826.124.371,- atau mencapai 

94,91%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah laporan keuangan 

dengan realisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaiannya 

sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu 

: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;  2. Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD.  

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

  Alokasi anggaran Rp.59.799.000,- dengan relaisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar Rp.52.125.725,- atau mencapai 87,17%. Kegiatan ini 

memiliki indikator Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah yang terpenuhi dengan realisasi 100 % dari target 100 % 

sehingga cpaiannya sebesar 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 

(dua) sub kegiatan yaitu : 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD dan 2.  Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD. 

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran Rp. 348.700.000,- dengan realisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar Rp. 341.685.205,- atau mencapai 97,99%. Kegiatan ini 

memiliki indikator kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat yang 

terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya 

sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu 

: 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

dan 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pada kegiatan ini 
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tidak terdapat permasalahan sehingga capaian kinerja keluaran bisa 100 

%.  

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran Rp.1.624.159.221,- dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.1.549.106.296,- atau mencapai 

95,38%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja administrasi Umum 

Perangkat   yang terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% 

sehingga capaiannya sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 8 

(delapan) sub kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;  

8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan 9. Dukungan 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Alokasi anggaran Rp.765.274.846,- dengan realisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar Rp.756.882.344,- atau mencapai 98,90%. Kegiatan ini 

memiliki indikator kinerja Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah 

yang diadakan dengan realisasi 60 unit dari target 57 unit sehingga 

capaiannya sebesar 95%. Kegiatan ini dilakukan melalui 4 (empat) sub 

kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan; 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3. Pengadaan 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 4. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Alokasi anggaran Rp. 909.026.000,- dengan realisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar 734.775.270,- atau mencapai 80,83%. Kegiatan ini 

memiliki indikator kinerja Jasa Penunjang Urusan yang tersedia dengan 

realisasi 100%  dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. 

Kegiatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik; dan 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Alokasi anggaran Rp. 371.533.448,- dengan realisasi pelaksanaan 

kegiatan sebesar Rp. 367.767.229,- atau mencapai 98,99%. Kegiatan ini 

memiliki indikator kinerja Terpeliharanya BMD penunjang urusan 

pemerintahan daerah dengan realisasi 1  paket dari target 1 paket 

sehingga capaiannya sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 6 

(enam) sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
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Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan; 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3) 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4) 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 5) 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya; dan 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendidikan ada 4  

(empat) kegiatan yaitu:  

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 

Alokasi anggaran Rp 116.318.399.880,-  dengan realisasi 

anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 114.447.574.250,- atau 

mencapai 98,39%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka 

Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat dengan realisasi 99,98% dari 

target 100% sehingga capaiannya sebesar 99,98%.   

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan : 1) siswa 

penerima beasiswa pindah sekolah di luar kabupaten; 2) masih terdapat 

anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS); 3) Keterlambatan proses 

pengadaan barang dan jasa; dan 4) pendataan anak tidak sekolah (ATS) 

belum optimal.    

Upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan:                         

1. mengoptimalkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda Kabupaten Demak dan 2. mengoptimalkan pelaksanaan 

pemberian beasiswa miskin dengan melakukan verifikasi lebih awal 

sehingga apabila ada yang tidak terealisasi dapat dialihkan melalui 

pergeseran/ perubahan APBD; 3. mengoptimalkan pendataan ATS 

melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ instansi terkait, desa, 

dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 4. memilah anak tidak sekolah 

berdasarkan penyebab dan 5. mengoptimalkan pemberian beasiswa ayo 

sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang disebabkan karena 

ekonomi dan 6. bekerja sama dengan dinas/ instansi terkait untuk 

penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi.      

Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini 

terdapat 15 (lima belas) sub kegitan yaitu : 1. Pembangunan Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU; 3. Pengadaan Mebel Sekolah; 4. Pembinaan 

Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; 5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; 6. Pengembangan 

Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar; 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; 8. 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; 9. Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; 10. Koordinasi, Perencanaan, 

Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; 11. Pembangunan 
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Ruang Kelas Baru; 12. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta 

Didik; 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 14. 

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; dan 15. 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik. 

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Alokasi anggaran Rp.44.305.758.416,- dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 43.695.294.182,- atau mencapai 

98,62%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP/MTs/sederajat dengan realisasi 98,24% dari target 100% 

sehingga capaiannya sebesar 98,24%.   

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan : 1) terlambatnya 

proses pengadaan barang/jasa pekerjaan fisik; 2) siswa penerima 

beasiswa pindah sekolah di luar kabupaten; 3) masih terdapat anak usia 

sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan 4) pendataan anak tidak sekolah 

(ATS) belum optimal. 

Upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan : 1. 

mengoptimalkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda Kabupaten Demak dan 2. mengoptimalkan pelaksanaan 

pemberian beasiswa miskin dengan melakukan verifikasi lebih awal 

sehingga apabila ada yang tidak terealisasi dapat dialihkan melalui 

pergeseran/ perubahan APBD; 3. mengoptimalkan pendataan ATS 

melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ instansi terkait, desa, 

dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 4. memilah anak tidak sekolah 

berdasarkan penyebab dan 5. mengoptimalkan pemberian beasiswa ayo 

sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang disebabkan karena 

ekonomi dan 6.  bekerja sama dengan dinas/ instansi terkait untuk 

penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi. 

Adapun sub kegiatan  yang dilakukan untuk mendukung kegiatan 

ini adalah adalah 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah; 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 3. 

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 4. 

Pengadaan Mebel Sekolah; 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Sekolah Menengah Pertama; 6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 

Siswa; 7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 8. Pengembangan Karir 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama; 9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah; 10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama; 11. 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama; 12. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan 

di Bidang Pendidikan; 13. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta 

Didik; 14. Pembangunan Ruang Kelas Baru; dan 15. Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga Peserta Didik.   
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3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

Alokasi anggaran Rp.32.214.427.878,- dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 30.990.536.166,- atau mencapai 

96,20%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka  Partisipasi   Murni 

(APM) PAUD Formal (TK/RA/sederajat) dengan realisasi 80,19% dari 

target 100% sehingga capaiannya sebesar 80,19%.   

Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini 

adalah 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; 2. 

Pengadaan Mebel PAUD; 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

PAUD; 4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 

PAUD; 5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

pada Satuan Pendidikan PAUD; 6. Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen PAUD; 7. Pengelolaan Dana BOP PAUD; 8. Peningkatan 

Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD; 9. Koordinasi, Perencanaan, 

Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; 10. Pengadaan 

Perlengkapan Peserta Didik; 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas PAUD; 12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Peserta Didik PAUD; dan 13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.  

4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 

Alokasi anggaran Rp.10.731.143.886,- dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.9.503.959.465,- atau mencapai 

88,56%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni 

(APM) Kesetaraan 7-18 Tahun dengan realisasi 18,77% dari target 100% 

sehingga capaiannya sebesar 18,77%.   

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah 

1) masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dengan 

berbagai penyebab diantaranya ekonomi, bullying, sosial budaya; 2) 

Peserta didik kesetaraan yang berusia kerja akan putus sekolah ketika 

mendapatkan pekerjaan; dan 3) pendataan anak tidak sekolah (ATS) 

belum optimal.    

Upaya mengatasi permasalahan di atas adalah 1) mengoptimalkan 

pendataan ATS melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ 

instansi terkait, desa, dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 2) memilah anak 

tidak sekolah berdasarkan penyebab dan 3) mengoptimalkan pemberian 

beasiswa ayo sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang 

disebabkan karena ekonomi dan 4) bekerja sama dengan dinas/ instansi 

terkait untuk penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi.      

Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini 

adalah 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Nonformal/Kesetaraan; 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; 3. 

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan; 4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah 
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Nonformal/Kesetaraan; 5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana 

BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan; 6. Koordinasi, Perencanaan, 

Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; 7. Sosialisasi dan 

Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan; 8. Pemberian layanan 

pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, 

kekerasan, dan intoleransi; 9. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi 

Peserta Didik; 10. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah; 11. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan 

Non Formal; dan 12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 

Nonformal / Kesetaraan.    

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Kurikulum 

yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non Formal 

Alokasi anggaran Rp. 160.000.000,- dengan realisasi  

Rp.77.665.000,- atau mencapai 48,54% dengan indikator Jumlah 

kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal 

Pendidikan Dasar dengan realisasi 6 kegiatan dari target sebesar 6 

kegiatan sehingga capaian persentase sekolah yang menerapkan 

muatan lokal daerah mencapai 100 %.. 

Sub kegiatan etensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tidak 

dilaksanakan karena masih menggunakan kurikulum tahun 2023. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu : 1. 

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Non Formal; dan 2. Penyusunan Silabus Muatan 

Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. 

Kegiatan yang mendukung Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yaitu Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan.  

Alokasi anggaran Rp.1.526.018.904,- dengan realisasi 

pelaksanaan program sebesar Rp.1.201.945.875,- atau mencapai 

78,76%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Persentase Pendidik 

berkualifikasi S1/D4 dengan realisasi 89,85% dari target 88,77% 

sehingga capaiannya sebesar 101,22%. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 

sub kegiatan yaitu : 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan dan 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 

C. Analis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program. Analisis tingkat 
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kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata 

tingkat ketercapaian indikator program dibagi  rata – rata tingkat ketercapaian 

indikator kegiatan dikali 100”. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara 

kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan perangkat daerah 

sebagaimana tabel berikut:   

 

Tabel IIIA1.1 

Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan 

Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

No Nama Program 

Jumlah 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Rata-Rata 

Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator 

Program (%) 

Jumlah 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Rata-Rata 

Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator 

Kegiatan (%) 

Tingkat 

Kesesuaian 

Kinerja 

Program dan 

Kegiatan (%) 

Predikat 

Tingkat 

Kesesuaian 

Kinerja 

Program dan 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 
7  

[(4 : 6)*100] 
8 

 

1. 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 100 8 99,31 99,31 
Sangat 

Tinggi 

 

2. 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

4 94,89 4 80,36 84,69 Tinggi 

3 Program 

Pengembangan 

Kurikulum 

1 100 2 75 75,00 Sedang  

 

4. 

Program 

Pendidik Dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1 132,59 1 100 132,59 
Sangat 

Tinggi 

Sumber Data: DINDIKBUD Kabupaten Demak, 2025 
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Keterangan: 

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut: 

1) Sangat Tinggi :  91% 

2) Tinggi  : 76 – 90,99% 

3) Sedang  : 66 – 75,99% 

4) Rendah  : 51 -  65,99% 

5) Sangat rendah : ≤ 50,99 

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota dengan 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata – rata tingkat 

ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 8 

(delapan) kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat 

ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 99,31%. Dari rata-rata 

tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat 

diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 

99,31%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. 

Kinerja Program  Pengelolaan Pendidikan  dengan 4 (empat) indikator 

kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 94,89  %. Kinerja 

program ini didukung oleh  4 (empat) kegiatan dengan 4 (empat) indikator 

kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 

80,36%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan 

tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program 

dan kegiatan sebesar 84,69%, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian tinggi.  

Kinerja Program Pengembangan Kurikulum dengan 1 (satu) indikator 

kinerja program  dengan Tingkat ketercapaian sebesar 100 %. Kinerja 

program ini didukung 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indicator kegiatan. 

Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 75%. Dari 

rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka 

dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan 

sebesar 75%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sedang. 

Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 1 (satu) 

indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. 

Kinerja program ini didukung oleh  1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator 

kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 

100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan 

tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program 

dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian sangat tinggi. 

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

Urusan Pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut: 



 

 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 
 

LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TA. 2025 III- 33 

 

TABEL IIIA2.2 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR– URUSAN PENDIDIKAN 

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pendidikan Dinas 
Pendidikan 

 I PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

      

   1.1. Peningkatan 
kualitas 

perencanaan 

dan penganggaran 

Perangkat Daerah 

1 Persentase pelayanan 
sesuai standar pelayanan 
Persentase rekomendasi 
hasil monitoring dan 
evaluasi Perangkat 
Daerah yang 
ditindaklanjuti 

100 100 100    

   1.2. Peningkatan 
kinerja 

Pengelolaan 
keuangan dan aset 
Perangkat 

Daerah 

100 100 100    

   1.3. Peningkatan 

kualitas sumber 
daya ASN 
Perangkat 

Daerah 

2 Persentase rekomendasi 
hasil monitoring dan 
evaluasi Perangkat 
Daerah yang 
ditindaklanjuti Persentase 

100 100 100    
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NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   1.4. Membangun 

System 
penyelenggaraa 

n pemerintahan 
yang effektif, 
effisien, 

akuntabel dan 
inovatif 

pelayanan sesuai standar 
pelayanan 

100 100 100    

     Rata-rata Ketercapaian 
Indikator Program 
Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/kota 

  100    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Kegiatan pada 
Program Pengelolaan 
Pendidikan 

  100    

    1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

7 7 100    

    2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

1 1 100    
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NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

    3 Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1 1 100    

    4 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 100 100    

    5 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 100 100    

    6 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1 1 100    

    7 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 100 100    

    II PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

      

   Peningkatan jumlah 
peserta didik pra 
sekolah 

1 Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-12 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
Pendidikan Dasar 
(Dengan Satuan:%) 

100 80,19 80,19    

   Tercapainya wajib 
belajar 9 (sembilan) 
tahun 

2 Tingkat partisipasi warga 
negara usia 5-6 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
PAUD (Dengan Satuan:%) 

100 99,98 99,98    
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NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   3 Tingkat partisipasi warga 
negara usia 13-15 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
Pendidikan Menengah 
Pertama (Dengan 
Satuan:%) 

100 98,24 98,24    

   Peningkatan 
menyelesaikan 
pendidikan dasar 
pada penduduk 
yang belum 
menyelesaikan 
pendidikan dasar 
dan menengah 

4 Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-18 tahun 
yang belum 
menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 
(Dengan satuan:%) 

100 18,77 18,77    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Program 
Pengelolaan Pendidikan 

  95,97    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Kegiatan pada 
Program Pengelolaan 
Pendidikan 

  96,95    

    1 Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

100 98,39 98,39  
  

    2 Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

100 98,62 98,62  
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NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

    3 Pengelolaan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) 

100 96,20 96,20  
  

    4 Pengelolaan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

100 88,56 88,56  
  

    III PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KURIKULUM 

      

   Tersedianya 
Kurikulum muatan 
lokal pada jenjang 
pendidikan dasar, 
PAUD dan 
PNF/Kesetaraan 

1 Persentase sekolah yang 
menerapkan muatan lokal 
daerah 

100 100 100    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Program 
Pengembangan 
kurikulum 

  100    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Kegiatan pada 
Program Pengembangan 
Kurikulum 

  100    

    1 Penetapan Kurikulum 
Muatan Lokal Pendidikan 
Dasar 

2 2 100    

    2 Penetapan Kurikulum 
Muatan Lokal Pendidikan 

2 2 100    
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NO 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(%) 

 

PERMA 

SALAHAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASA 

LAHAN 

 

TINJUT 

REKOMEND 

ASI DPRD 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal 

            

    IV PROGRAM PENDIDIK 
DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

      

   Peningkatan 
pendidik yang 
bersertifikat profesi 

1 Persentase  tenaga  
pendidik  yang  
tersertifikasi 

51,12 67,78 132,59    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Program 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

  132,59    

     Rata - Rata Ketercapaian 
Indikator Kegiatan pada 
Program 

  100    

     Pemerataan Kuantitas dan 
Kualitas Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

5 5 100    

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 
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2. URUSAN KESEHATAN 

Pada tahun 2025, Kabupaten Demak memasuki tahun keempat 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Tahapan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan kesinambungan 

program prioritas daerah agar tetap selaras dengan agenda pembangunan 

nasional. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, arah pembangunan 

di Kabupaten Demak pada tahun ini difokuskan pada percepatan pencapaian visi 

Demak Bermartabat, Maju, dan Sejahtera. 

Sektor kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

masyarakat dalam menjalani hidup sehat. Hal ini dilakukan guna mencapai 

derajat kesehatan serta status gizi yang optimal. Pembangunan di bidang 

kesehatan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta 

dunia usaha. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan 

kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh dan diarahkan pada peningkatan 

usia harapan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat. 

Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, 

namun tetap mengakomodasi layanan kuratif dan rehabilitatif. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa setiap individu 

berhak untuk hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal yang layak, memperoleh 

lingkungan hidup yang sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Prinsip 

ini menjadi dasar dalam pembangunan sektor kesehatan yang berorientasi pada 

daya saing kompetitif, pelayanan yang humanis dan nondiskriminatif, serta 

profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Kabupaten Demak menyelenggarakan layanan kesehatan melalui berbagai 

fasilitas yang tersebar di wilayahnya, termasuk 27 puskesmas (terdiri dari 15 unit 

puskesmas rawat inap dan 12 unit puskesmas non-rawat inap), 52 puskesmas 

pembantu, 2 laboratorium kesehatan, 154 Pos Kesehatan Desa, serta 6 rumah 

sakit (2 milik pemerintah dan 4 milik swasta). Pelayanan kesehatan ini didukung 

oleh tenaga kesehatan profesional yang terdiri dari: 

1. Tenaga medis: 864 orang (533 dokter umum, 197 dokter spesialis, 134 

dokter gigi) 
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2. Psikolog klinis: 2 orang 

3. Perawat: 1.415 orang 

4. Bidan: 986 orang 

5. Tenaga kefarmasian: 610 orang (192 tenaga teknis kefarmasian, 418 

apoteker) 

6. Tenaga gizi: 71 orang 

7. Tenaga keterapian fisik: 42 orang (32 fisioterapis, 4 okupasi terapis, 3 terapi 

wicara, 1 akupunkturis) 

8. Tenaga keteknisian medis: 169 orang (83 perekam medis dan informasi 

kesehatan, 4 teknisi pelayanan darah,6 refraksionis optisien/optometris, 15 

penata anestesi, 61 terapis gigi dan mulut) 

9. Tenaga teknik biomedika: 232 orang (43 radiografer, 11 elektromedis, 178 

ahli teknologi laboratorium medis) 

10. Tenaga kesehatan lainnya: 4 orang 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2021 tentang penerapan SPM, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Penerapan SPM Bidang Kesehatan, 

terdapat 12 indikator SPM di bidang kesehatan tingkat kabupaten, yang menjadi 

tolok ukur dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah, antara lain: 

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 

4. Pelayanan kesehatan balita; 

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). 

Prestasi yang diraih oleh Kabupaten Demak selama Tahun 2025 adalah:  
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1. Tingkat Nasional  

a) Kabupaten/Kota Sehat Swati Saba Padapa; 

b) Penghargaan atas Prestasi sebagai daerah Berkinerja baik dalam 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024; 

c) Puskesmas Karanganyar I Pemenang Video Inovasi Terbaik dalam 

rangka peningkatan Hari Aids Sedunia (HAS) 1 Desember 2025. 

2. Tingkat Provinsi  

a) Kinerja Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung (P2PML) Terbaik 2025;  

b) Kabupaten / Kota dengan ketertiban Pembayaran Iuran jaminan 

kesehatan juara ke 2; 

c) Kabupaten/Kota dengan Kontribusi Tertinggi Pertama dalam 

Pelaksanaan Implementasi Kolaborasi TBC-HIV. 

3. Tingkat Kabupaten 

a) Dokumen Perencanaan Terbaik Tingkat Kabupaten. 

Untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Demak, 

dialokasikan anggaran untuk urusan Kesehatan. Pada Tahun 2025, Anggaran 

Murni yang dialokasikan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mencapai 

Rp. 604.121.847.986,84, kemudian, terjadi penambahan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 3.403.618.000,00 sehingga total anggaran perubahan menjadi    Rp. 

607.525.465.986,84. Dari jumlah tersebut, realisasi Anggaran mencapai Rp. 

575.004.529.642,20 atau sebesar 94,65% dari total anggaran yang tersedia. 

 

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian 

Kinerja 

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan 

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui 5 

(lima) program, yang terdiri atas 1 (satu) program penunjang urusan 

pemerintahan dan 4 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Program  Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota, Program Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan 

Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 471.147.974.107,34 dengan 

realisasi anggaran kegiatan yaitu sebesar Rp. 442.810.771.797,20 atau 

sebesar 93,99%, realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan capaian 

fisik sebesar 100%. Program ini memiliki 2 indikator program dengan 

tingkat capaian sangat tinggi, indikator tersebut adalah Persentase 

rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Daerah 

yang ditindaklanjuti  dengan capaian sebesar 100%, dan Persentase 

pelayanan sesuai standar pelayanan dengan capaian sebesar 100%. 

Tingginya capaian kinerja disebabkan karena adanya akselerasi 

keseluruhan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian SPM 

kabupaten yang didanai dari dana APBD maupun APBN. 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat. 

Alokasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 

133.116.433.779,50. Dengan realisasi anggaran kegiatan yaitu sebesar 

Rp. 129.012.760.417,00 atau sebesar 96,92%, realisasi capaian kinerja 

sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%. Program ini memiliki 1 

indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi, indikator tersebut adalah 

Rata-rata persentase capaian SPM bidang kesehatan dengan capaian 

sebesar 100%. Tingginya capaian kinerja disebabkan karena adanya 

pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada dengan merangkap tugas 

dan fungsi, Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan 

dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standar pelayanan 

minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi 

tenaga bidan desa dan tenaga PONED, peningkatan pengetahuan 

keluarga dengan Ibu Maternal. 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Alokasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan sejumlah Rp. 1.591.791.000,00 dengan realisasi 


	BAB I GABUNG.pdf (p.1-89)
	1.  HALAMAN JUDUL LKPJ DEMAK 2025.pdf (p.1)
	3. DAFTAR ISI-gambar-diagram-tabel LKPJ BUPATI DEMAK 2024 edit.6-3-26 (1) (1).pdf (p.2-12)
	PENGANTAR LKPJ 2025.pdf (p.13-34)
	BAB I PENDAHULUAN LKPJ 2025 FIX.pdf (p.35-89)

	BAB II PENJABARAN LKPJ 2025.pdf (p.90-106)

